
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA 
DAN KELURAHAN SIAGAAKTIF 

(Studi Kepmenkes RI No. 1529/MENKES/SK/X/2010) 

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

~ .... -­..... 
~ 

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi 

Bidang Minat Administrasi Publik 

Disusun Oleh : 

ARIFSUSANTO 

NIM. 018264422 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 
2013 

14/41294.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a

Universitas Terbuka
Stamp



ABSTRACT 
THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT POLICY OF THE ACTIVE STAND-BY 

VILLAGES 
( STUDY THE DECISION THE MINISTER OF HEALTH INDONESIAN NUMBER 

1529/MENKES/SK/2010 AT KOTAWARINGIN BARAT REGENCY) 

ARIF SUSANTO 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION, TERBUKA UNIVERSITY 

ari fdiskeskobar a gmai l.com 
Key Word: Autonom_t', Stand-By Villages, Empowerment And Habitual For Life Health 

The aim of the research want to know implementation of development policy of the 

active stand-by villages. The background of research above several successful and failure 
the villages to develop active stand-by villages. The aim this research to know 

implementation of policy to develop active stand-by villages, how long application the 
guidance to development villages and active family. The other case which know to see 
inhibite tactor and booster tactor above the implementation to development policy active 

stand-by villages and role decision maker on the operating to development active stand-by 
villages programe. 

This research is kind applied research or field research the cualitative approach 

which decription result the experience performance program e. This research result are 

describe implemantation stand-by villages at Kotawaringin Barat regency achieve 56 
percent (%) and has to threaten refer on guidance technis, but same basic situation not yet 
implementated. The factor which booster to development stand-by active villages that 

effort empowerment will dig up society potention which supported by basic health service 
demand. The right motivation and respect from government decision maker on the 

villages, together true perception about esencial development stand-by villages, was 
develop participation from decision maker and society. 

The other side failued or inhibite factor development stand-by villages they are 
whether perception of stand-by villages on practice structure or concept for decision maker 

give effect weakly supported unbuilding coordination team and team work (Pokjanal) at 

regency will give effect for weakly coordination, sinergisme and synchronization the other 
sector decision maker. Failure advocation and limited accses knowledge transformation on 

understand villages because human resource factor (SDM) wheither provider about low 
motivation from employer of healthy either the decision maker to understand the stand-by 

villages concept on practice structure. Limited human resource (SDM) give effect double 
jobs so that reduce the performe study village programe. 

Conclution from this research is the active stand-by village the implemention programe in 
Kotawaringin Barat regency has followed the introduction technice programe. But the 
performance of programe not enough about implementation on the field with performance 
and Indicator target. To improve the performance programe need new strategic 
communication intens and adequate advocation with the other stake holder. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA DAN 
KELURAHAN SIAGA AKTIF 

(STUDI KEPMENKES RI NO 1529/ MENKES/SK/X/2010 
Dl KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT) 

Arif Susanto 
Program Magister Administrasi Publik 

Universitas Terbuka 
ari tai skeskobar/a gmai !.com 

Kala Kunci : Kemandirian, Pemberdayaan, Perilaku Hidup Sehal 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lmplementasi kebijakan pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga. Penelitian ini dilatar belakangi atas beberapa keberhasilan dan 
kegagalan desa dan kelurahan dalam mengembangkan desa siaga. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan desa siaga, sejauh mana 
Pedoman Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan atau penelitian lapangan dengan 
pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan hasil temuan terhadap pelaksanaan progran1. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi desa dan kelurahan siaga di 
Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 56% dan telah mengacu pada pedoman teknis, 
namun beberapa hal pokok dalam tahapan banyak yang belum dilaksanakan. Faktor yang 
mendorong pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif bahwa upaya pemberdayaan ini 
akan menggali potensi masyarakat yang didukung tuntutan kebutuhan pelayanan 
kesehatan dasar. Tingginya motivasi dan respek pemangku kepentingan baik pada 
pemerintah desa dan kelurahan, serta persepsi yang benar akan esensi pengembangan desa 
siaga telah mendorong partisipasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat. 

Disisi lain kegagalan atau faktor yang menghambat pengembangan desa siaga antara lain 
persepsi desa dan kelurahan siaga dalam tatanan praktis maupun konsep bagi para 
pemangku kepentingan berdampak pada lemahnya dukungan. Belum terbentuknya Tim 
Koordinasi dan Pokjanai Kabupaten berdampak pada lemahnya koordinasi, sinergisme dan 
sinkronisasi lintas sektoral/ pemangku kepentingan. 

Kegagalan advokasi dan faktor keterbatasan akses transformasi pengetahuan dalam 
memahami desa dan kelurahan juga dikarenakan faktor SDM baik pada pihak provider 
motivasi petugas kesehatan yang rendah maupun para pemangku kepentingan dalam 
mencerna konsep desa siaga dalam tatanan praktis. Banyaknya tugas rangkap akibat 
keterbatasan SDM kesehatan juga menurunk.an kinerja program desa dan kelurahan siaga 
aktif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi desa dan kelurahan siaga aktif 
di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengacu pedoman teknis dan belum sepenuhnya 
terlaksana sesuai kriteria desa dan kelurahan siaga aktif. Saran yang diberikan perlu 
upaya pencapaian indikator dan kriteria desa siaga menurut pedoman teknis sebagai acuan 
mengembangkan desa dan kelurahan siaga aktif dan meningkatkan komunikasi/ advokasi. 
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BABU 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori lmplementa.si dan Kebijakan Publik 

I. Definisi Implementasi Kebijakan Publik 

Pengertian lmplementasi yang dikemukakan oleh Solikhin Abdul 

wahab dalam bukunya yang beljudul Ana/isis Kebijakan : dari Formu/asi 

Ice Imp/emenlasi Kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut : 

"Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan·· (Wahab, 2012 ). 

Dari pengertian tersebut implementasi sudah menggambarkan kegiatan-

kegiatan atau langkah-langkah proses dalam rangka mencapai tujuan 

kebijakan. baik dalam rangka melakukan sesuatu atau dalam tidak 

melakukan sesuatu sekalipun. 

Sedangkan Kebijakan Publik menurut William Dunn ( dalam 

Kismartini 2010: 1.8) Kebijakan Publik adalah sebagai berikut; 

"Kebijakan Publik adalah Pola ketergantungan kompleks dari pilihan-

pilihan kolektif yang sating tergantung. termasuk keputusan untuk tindak 

bertindak, yang dibuat oleh Badan atau Kantor pemerintah" 

Thomas R Dye ( dalam Kismartini 20 I 0: 1.8. ) mengemukakan 
kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukakan 
atau tidak melakukan. Dalam mencapai tujuan Negara pemerintah perlu 
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mengambil langkah tindakan yang dapat berupa melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu. Tidak melakukan suatu apapun merupakan suatu 
kebijakan publik karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan 
tersebut memilki dampak yang sama besamya dengan pilihan langkah 
untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. 

Selain itu George C. Edwards Ill dan Sharkansky ( dalam Kismatini, 

20 I 0 ) mendefinisikan : 

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dilakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk 
pidato-pidato dan wawancara yang diungkapkan pejabat politik dan 
pejabat pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program­
program atau tindakan pemerintah. 

Pendapat Edward sejalan dengan pendapat Thomas R Dye dimana sebuah 

kebijakan dapat diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dalam menghadapi focus atau persoaian. 

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (daiam Kismartini, 2010) 

memandang bahwa : 

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai masyarakat yang 
dilakukan pemerintah sementara James Anderson berpendapat bahwa 
kebijakan pubiik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh 
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 

Hubungan antara kebijakan publik dengan kepentingan publik 

mengandung pengertian bahwa kebijakan publik tersebut berasal dari 

publik, disusun oleh pubiik dan berlaku untuk publik, oleh karena itu 

kebijakan publik sangat erat dengan kepentingan publik. 

Menurut Yehezkel Dror ( Abdul Wahab : 2011 : 49-56 ) bahwa ciri 

dari kebijakan publik terdiri dari I2 macam antara lain : 

I. Sangat kompleks 

2. Prosesnya bersifat dinamis 
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3. Komponen-komponennya beraneka ragam 

4. Peran masing-masing sub sektor berbeda 

5. Memutuskan 

6. Sebagai pedoman umum 

7. Untuk mengambil tindakan 

8. Diarahkanpada masa depan 

9. Secara formal untuk mencapai tujuan tertentu 

I 0. Apa yang tercermin dalam kepentingan umum 

II. Dilakukan dengan cara sebaik mungkin. 

2. Teori Implementasi Kebijakan 

13 

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi 

kebijakan tentang pengembangan desa siaga adalah teori yang 

dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat 

dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat 

agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards 

III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi 

(Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau 

attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure) 

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena 

antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita 

adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. 

Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) 

melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. 
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lmplementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi 

interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar 

ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. 

(Mulyono, Artikel Model implementasi kebijakan menurut George 

Edward III) 

Diagram : Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi 

r ~ ., ' 
I 

· .. 

· ... ·- ... _ 

-- .. 

_!# 

r\ .• ~---
··t·· :-.., ~ ... ~ ..... :-~ -... ,.., J-t' :--.. · J .... -... • - ........ •"' .... 

.. . 
... ;.'JI!l"'~:t";'j;;.:t-,:t.Jjj,~~,):~ 

.. _ .... __ 

.... 

Sumber: George III Edward :implemeting public policy, 1980 (Mulyono) 

Faktor -faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut 

George C. Edwards III sebagai berikut : 

a. Komunikasi 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan 

kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan 

para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan 
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tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara 

tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi 

merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa 

menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. 

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan 

interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa 

yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus 

mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya 

implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus 

mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. 

Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi 

kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan 

diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan 

mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil 

yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor 

secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. 

b. Sumberdaya 

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi 

program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya 

dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah 

staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait 

dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa 
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program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta 

adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 

kegiatan program seperti dana dan saran a prasarana. 

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena 

mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf 

pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu 

perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja 

program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena 

kebijakan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif merupakan hal 

yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini 

membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus 

menguasai teknik-teknik pemberdayaan masyarakat. 

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. 

Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara 

menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui 

tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung 

kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan 

dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para 

pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana 

melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana 

tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga 

menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan 
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organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. 

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan 

bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membe 

lanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, 

maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk 

melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, 

serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat 

berjalan. 

c. Disposisi atau Sikap 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi 

kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan 

bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan 

senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat 

kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran 

pelaksana, petunjuk!arahan pelaksana untuk merespon program kearah 

penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para 

pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun 

seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara 

tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara 

sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. 

Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam 

mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat 

mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif 
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dan efisien. Wujud dari dukungan p1mpman ini adalah Menempatkan 

kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan 

orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan 

daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. 

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif 

bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara 

total dalam melaksanakan kebijakan/program. 

d. Struktur Birokrasi 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan 

dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma­

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan­

badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata 

dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Hom 

dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh 

terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 

I. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 

2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit 

dan proses-proses dalam badan pelaksana; 

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara 

anggota legislatif dan eksekutif); 

4. Vitalitas suatu organisasi; 

5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu Jarmgan kerja komunikasi 

horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang 
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secara relatiftinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar 

organisasi; 

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat 

keputusan atau pelaksana keputusan. 

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih 

gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang 

diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek 

membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya 

akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan 

tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan 

mempengaruhi sistem dalam birokrasi ( Mulyono , Artikel, Model-model 

lmplementasi Kebijakan Menurut Goerge Edward Ill). 

B. Teori Pemberdayaan , Partisipasi Masyarakat, Komunikasi, Advokasi, 

Persepsi dan Pengembangan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan 

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan 

Konsep pemberdayaan mengemuka sejak dicanangkanya strategi 

global WHO tahun 1984 yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi dalam 

piagam Ottawa ( 1986). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang 

perlunya mendorong terciptanya a) terciptanya kebijakan berwawasan 

kesehatan, b) lingkungan yang mendukung, c) reorientasi dalam pelayanan 

kesehatan c) Keterampi1an individu dan d) gerakan masyarakat. 

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai : 
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a. To give power or Authority ( memberikan kekuasaan, mengalihkan 

kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 

b. To give ability to or enable ( upaya untuk memberikan kemampuan 

atau keberdayaan. 

Dengan demikian maka pemberdayaan sebagai suatu proses aktif, dimana 

masyarakat yang diberdayakan harus berperan aktif dalam berbagai 

kegiatan. 

Beberapa perkembangan adopsi pemberdayaan dalam konsep promosi 

kesehatan terdapat beberapa tonggak sebagai berikut : 

a. Piagam Ottawa ( 1986) menyatakan bahwa " partisipasi adalah elemn 

utama dalam definisi kesehatan. 

b. Wallerstein dab Bemestein (1988)n pemberdayaan masyarakat 

diadopsi kedalam promosi kesehatan sebagai upaya untuk 

meningkatkan efektivitas program 

(sustainability) program. 

dan menjaga kelestarian 

c. Nutbeam ( 1998) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah inti dari 

promosi kesehatan. 

Menurut Suyono ( dalam Soekijo, 2005:255) mengatakan paling tidak 

ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain : 

a. Kesadaran, kejelasan, serta pengetahuan tentang apa yang akan 

dilakukan. 
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b. Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak (termasuk 

masyarakat) tentang hal apa, dimana, dan siapa yang akan 

diberdayakan. 

c. Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk 

menempuh proses pemberdayaan. 

Disisi lain dalam pemberdayaan kesehatan Hubley (2002) mengatakan 

bahwa pemberdayaan kesehatan ( health empowerment ) , melek /sadar 

kesehatan (health literacy) dan promosi kesehatan (health promotion ) 

diletakkan dalam kerangka pendekatan yang komperehensif. 

Pemberdayaan didiskusikan dalam kerangka bagaimana masyarakat 

mengembangkan kemampuapenduduk untuk menolong dirinya sendiri 

(self efficacy) dari teori belajar social ( sukijo, 2005: 262) 

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 

sebagai proses dan hasil. Sebagai hasil pemberdayaan masyarakat adalah 

suatu perubahan yang signifikans dalam aspek sosial politik yang dialami 

individu dan masyarakat , yang seringkali berlangsung pada waktu yang 

cukup panjang , bahkan seringkali lebih dari 7 tahun ( Raeburn, 1993 

dalam Sukijo : 268) sedangkan sebagai suatu proses pemberdayaan 

masyarakat melibatkan komponen sebagai berikut : 

a. Pemberdayaan personal 

b. Pengembangan kelompok kecil 

c. Pengorganisasian masyarakat 

d. Kemitraan 

e. Aksi sosial dan politik. 
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Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mempunyai spektrum 

yang cukup luas , meliputi jenjang sasaran yang diberdayakan (level 

of objects, kegiatan internal masyarakat I komunitas maupun ekstemal 

berbentuk kemitraan (partnerships) atau jejaring (networking). 

Beberapa pandangan ten tang pem berdayaan masyarakat menurut 

lfe, 1996 ( dalam Ginanjar 1997) antara lain sebagai berikut: 

a. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, 

transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural 

atau sistem yang operesif. 

b. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya sesorang 

atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain 

dalam suatu 'rule of the game' tertentu. 

c. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk 

aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan 

perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis. 

d. Post-Struktura/is, pemberdayaan merupakan upaya mengubah 

diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas 

sosial. 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma 

baru pembangunan, yakni yang bersifat "people centred, participatory, 

empowering, and sustainable" (Chambers, 1995 dalam Ginanjar 

1997). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi 

kebutuhan dasar (basic need5) atau menyediakan mekanisme untuk 
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mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang 

pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya 

mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang 

lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk 

mencari apa yang antara lain oleh Friedman 1992 ( dalam Ginanjar , 

1997 : 55 ) disebut sebagai alternative development, yang menghendaki 

"inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality 

and intergenerational equaty". 

Untuk itulah nilai-nilai lokal menjadi pedoman potensi masyarakat ( 

Pheny Chalid : 2010: 5.16). Skema itu dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Skema 5.2. Skema Pemberdayaan Masyarakat 

lndividu 

Wisdom 

Sumber : Teori dan lsu Pembangunan, Modul UT 

2. Partisipasi masyarakat 

Partisipasi adalah peran serta aktif anggota masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, impleisimentasi program, evaluasi serta 

memperoleh manfaat dari keterlibatannya dalam pembangunan program. 

Partisipasi adalah suatu proses sosial dimana anggota suatu kelompok 
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masyarakat yang tinggal pada wilayah goegrafis tertentu mengidentifikasi 

kebutuhan-kebutuhannya, mengambil keputusan dan memantapkan 

mekanisme untuk memenuhi kebutuhannya. 

Studi Heller (1971) terhadap 260 orang eksekutifbisnis menunjukkan 

bahwa partisipasi memberikan manfaat antara lain : 

a. Meningkatkan kualitas teknis dari pengambil keputusan 

b. Meningkatkan kenyamanan 

c. Meningkatkan komunikasi 

d. Memberi latihan kepada bawahan 

e. Memfasilitasi perubahan. 

Ada tiga dimensi dalam partisipasi : 

a. Keterlibatan dari semua unsur atau keterwakilan kelompok (group 

representation) dalam pengambilan keputusan. 

b. Kontribusi massa sebagai pelaksana /implementator dari keputusan 

yang diambil 

c. Anggota masyarakat secara bersama-sama menikmati hasil dari 

program yang dilaksanakan ( Sukijo, 2005:275) 

Cary (1970) dalam (Soekijo 2005: hal 275) mengatakan bahwa partisipasi 

dapat tumbuhjika tiga kondisi berikut terpenuhi: 

a. Merdeka untuk berpartisipasi, berarti adanya kondisi yang 

memungkinkan anggota-anggota masyarakat untuk berparitisipasi. 

b. Mampu untuk berpartisipasi, adanya kapasitas dan kompetensi 

masyarakat sehingga mampu untuk memberikan sumbang saran yang 

konstruktif. 
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c. Mau berpartisipasi , kemauan atau kesediaan anggota masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam program. 

3. Model-model komunikasi didalam komunikasi kesehatan 

Komunikasi kesehatan merupakan ilmu baru yang bersifat multidisipliner 

dengan disiplin ilmu utamanya Ilmu Komunikasi. Adapaun teori 

komunikasi yang relevan dengan komunikasi kesehatan adalah sebagai 

berikut: 

I. Model Shanon- Weaver 

Dalam model ini komunikasi dipandang sebagai suatu sistem dimana 

sumber informasi (source) memilih informasi yang dirumuskan 

(encode) menjadi pesan (message) dan selanjutnya pesan dikirim 

melalui isyarat (signal) melalui saluran (chanel) kepada 

penerima.Kemudian penerima menterjemahkan dan meneruskan pesan 

tersebut ke tempat tujuan. 

2. Model SMCR 

Model SMCR melihat proseskomunikasi berlangsung berdasarkan 

keterampilan, sikap, pengetahuan dan latar belakang budaya yang 

berbeda dengan sumber informasi. Pesan tersebut dikirim melalui 

saluran yang melibatkan pendengaran, penglihatan, sentuhan, bau dan 

rasa.Kemudian receiver mengintepretasikan pesan tersebut juga 

berdasarkan keterampilan, sikap, pengetahuan dan latar belakang sosio 

budaya yang berbeda (David K Berlo, dalam Soekijo 2005 : 149-150) 
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3. Speech comunication model 

Model ini pertama kali dikembangkan oleh Miller (1972) yang melihat 

proses komunikasi terdiri dari tiga variabel yakni pembicara (speaker), 

pendengar (receiver) dan umpan balik (feedback), dalam hal ini 

pembicara menyampaikan pesan dengan sikap tertentu dan penerima 

mengintepretasikan dengan sikap yang berbeda dan memberikan umpan 

bailik kepada pembicara baik positif maupun negatif. Dengan demikian 

terjadi proses komunikasi yang hidup dan dinamis. 

4. Motivasi 

Ada dua aliran teori motivasi yaitu motivasi yang dikaji dengan 

mempelajari kebutuhan-kebutuhan, atau content theory dan ada yang 

mengkaji dengan mempelajari prosesnya atau yang disebut dengan 

Process theory. Salah satu teori berdasarkan analisa kebutuhan adalah teori 

kebutuhan berhirarki oelh Maslow. Teori kebutuhan merinci tingkatan 

kebutuhan sebagai berikut : 

I. Kebutuhan Fisiologis 

2. Kebutuhan akan rasa aman 

3. Kebutuhan untuk dicinta dan mencintai 

4. Kebutuhan untuk dihargai 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Motivasi seseorang dalam mengemban tugas dan melaksanakan program 

akan dimungkinkan terkait dengan skala kebutuhan diatas. 
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Motivasi dan advokasi yang kuat juga menghasilkan koordinasi yang kuat 

dalam membangun struktur organisasi desa dan kelurahan siaga. Wibowo 

2003 : halaman 334 menyatakan : 

Pengkoordinasian organisasi dicapai melalui penyelarasan planning, 
organizing , actuatin serta controlling dalam kegiatan manajemen . Dengan 
menempatkan ke empat fungsi mamijemen ini secara baik , maka akan 
diperoleh koordinasi yang baik pula. Koordinasi sangat diperlukan dalam 
mengelola suatu organisasi sebab : 

I. Menghindari konflik I pertentangan 
2. Menghindari perebutan sumber daya 
3. Menghindari pemborosan sumber daya 
4. Menghindarkan dualism pekerjaan 
5. Menghindarkan bertumpuknya tugas pada seseorang 
6. Menghindarkan kekosongan pekerjaan 
7. Menghindarkan perasaan lepas satu sam a lain 
8. Menjamin kesatuan sikap 
9. Menjamin kesatuan tindakan 
l 0. Menjamin kesatuan kebijaksanaan 
11. Menjamin kesatuan pe\aksanaan 
12. Menyadarkan bahwa masing-masing merupakan bagian dari keseluru 

han 

5. Konsep Masyarakat dan Desa 

Sehubungan dengan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat yang 

didalamnya meliputi pengorganisasian masyarakat dan pembangunan 

masyarakat , maka masyarakat selain dilihat dari aspek geografis juga 

ditelaah dari aspek non geografis diantaranya dari karakteristik etnisitas, 

pekerjaannya, aspirasi politiknya dan sebagainya( Fellin dalam Soekijo 

Hal 256). Hal lain dikemukakan Hunter mengatakan bahwa masyarakat 

dapat dipahami sebagai : 

1. Unit fungsional dalam wilayah dalam wialayah tertentu yang berusaha 

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan kehidupan. 

2. Unit interaksi sosial yang berpola 
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3. Unit simbolik yang memberikan identitas kolektif. 

Dalam pendapat lain Minkler dan Wallerstein mengatakan terdapat dua 

kelompok teori masyarakat yaitu kelompok teori dengan perspektif sistem 

ekologi dan teori dengan perspekti sistem sosial. Sistem ekologi mengarah 

pada pendekatan masyarakat sebagai kesatuan individu yang tinggal 

disuatu wialayah, sedangkan sistemsoaisal menjelaskan tentang sistem 

pengorganisasian pada masyarakat, menggali antar subsistem dalam 

masyarakat secara horizontal dan secara vertikalkepada 

kelompokmasyarakat yang lebih besar (Fellin 1995) 

Pengertian Desa/pedesaan menurut Sutardjo Kartohadi Kusuma (dalam 

Green Leen 2012 ) mengemukakan sebagai berikut : 

"Desa adalah suatu kesatuan hukum di masa hukum di mana bertempat 

tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri". 

Adapun yang menjadi cirri-ciri masyarakat pedesaan antara lain : 

a. Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai 

hubungan yang lebih mendalam dan erat hila di bandingkan dengan 

masyarakat pedesaan lainya di luar batas-batas wilayahnya. 

b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar 

kekeluargaan 

c. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. 

d. Masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencarian , 

agama, adat istiadat, dsb. 
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6. Konsep advokasi dalam program kesehatan 

Advokasi secara harfiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan 

terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Menurut John 

Hopkins advokasi adalah usaha-usaha untuk mempengaruhi kebijakan 

publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif, atau suatu 

upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara 

persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. 

Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan (approach) terhadap 

orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan 

suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Target kegiatan 

advokasi adalah para pimpinan organisasi atau instansi dan institusi kerja 

dilingkungan pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan 

diberbagai jenjang administrasi. Dalam advokasi memerlukan komunikasi 

yang efektif antara lain pesan yang disampaikan harus jelas, benar, 

konkret, lengkap, ringkas, meyakinkan, kontektual, berani, hati-hati dan 

sopan ( Soekijo, 2005 : 203-205) 

7. Teori pengembangan masyarakat dan sosiologi masyarakat desa 

Pengembangan masyarakat yang juga dikenal dengan pembangunan 

masyarakat merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat 

untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera 

dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa 

sebagai penanggung ekses dari pembangunan regional atau nasional. 

Pengertian tersebut mengandung makna, betapa pentingnya inisiatif lokal, 

partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan 
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yang dapat menyejahterakan masyarakat desa (Soelaiman, dalam 

http:/igreen-kean.hlol.'.spot.com, 30 Oktober 2012) ). Program 

pembangunan masyarakat ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan 

berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberian 

kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata 

kunci dalam pembangunan masyarakat. Esensi yang terkandung dalam 

pembangunan masyarakat pada hakekatnya tidak sekedar membantu 

masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, 

namun lebih dari itu pembangunan masyarakat merupakan usaha untuk 

membentuk kemandirian mereka, sehingga dapat menghadapi 

permasalahannya sendiri. (Teori dan Konsep Dasar Pengembangan 

Masyarakat, http:i/green-leean.hlo!.!.spot.com, 30 Oktober 2012). 

Dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa dan 

kelurahan siaga aktif tidak terlepas dari kegiatan pengorganisasian, baik 

organisasi formal maupun non formal. Barry Cushway mengakui 

meskipun ada bermacam-macam organisasi, hanya sedikit terdapat 

persamaan , tetapi upaya membandingkan organisasi supaya mengetahui 

kekurangan dan kelebihannya. Walaupun semua organisasi mempunyai 

karakteristik yang khas (variasi) , semua organisasi mempunyai hal-hal 

tertentu yang sama yaitu : 

• Satu tujuan 

• Suatu struktur 

• Proses untuk mengkoordinasikan kegiatan 

• Orang-orang yang melaksanakan peran-peran yang berbeda. 
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B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu tentang pengembangan desa siaga dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini : 

Tabel. 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu 

N 
0 

2 

3 

4 

Nama 
Peneliti 
Marhami 
(20\0) 

Ertan 
Nasrullah 
(20 II) 

Taufik 
Nur 
azhar,dk 
k (2007) 

Daniell P 

Judul 

Pengaruh 
Pembiayaan 
Kesehatan 
Terhadap 
Pengembanga 
n Desa Siaga 
di Kabupaten 
Aceh Besar 
Ana\ isis 
Pelaksanaan 
Desa Siaga di 
Desa Kilen sari 
Situbondo 

Pe\aksanaan 
Desa Siaga 
Pcrcontohan di 
Desa Ci batu 

lmplementasi 
Desa siaga 
ditinjau dari 
perspektif 
provider 

Tujuan 

Mengetahu 
pengaruh 
pembiayaan 
kesehatan 
terhadap 
pengembanga 
n Desa Siaga 
di Aceh Besar 
Mengetahui 
bentuk 
kegiatan desa 
siaga 

Mengetahui 
pelaksanaan 
desa siaga 

Menjelaskan 
implementasi 
program Desa 
Siaga ditinjau 
dari perspektif 
provider di 
wilayah kerja 
puskesmas 
Layeni 
Kecamatan 
TNS 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah tahun 
2010. 

Hasil 

Tidak ditemukan 
pengaruh yang 
bermakna 
pembiayaan 
kesehatanterhada 
p pengembangan 
Desa Siaga di 
aceh Besar 
Oesa Siaga sudah 
dilaksanakan 
sesuai ketentuan 
namun belum ada 
inovasi kegiatan 
berdasarkan 
masalah 
Oesa siaga te\ah 
melaksanakan 
revitalisasi 
posyandu, 
pembentukan 
Poskesdes, 
Penggalangan 
dana 
lmplementasi 
program Desa 
Siaga di wilayah 
kerja puskesmas 
Layeni belum 
dapat terlaksana 
dengan maksi 
mal. Hal ini 
disebabkan 
karena kurangnya 
pemahaman 
provider tentang 
kebijakan,sasaran 
dan 
pengukurannya, 
dukungan 
pendanaan dari 
pemerintah 
daerah dan 
partisipasi 

Relevansi 

Apakah di 
Kabupaten 
Kotawaringin 
Barat Pembiayaan 
Kesehatan dapat 
mendukung Desa 
Siaga aktif 

Apakah di 
Kabupaten 
Kotawaringin 
Barat telah 
dilaksanakan 
kegiatan inovatif 

Apakah kegiatan 
serupa sudah 
dikembangkan 
oleh desa siaga di 
Kotawaringin 
Barat 

Apakah di 
Kabupaten 
Kotawaringin 
Barat juga terjadi 
ketidakmaksimala 
n pacta peran 
provider dalam 
mengembangkan 
desasiaga 
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masyarakat dalam 
pembiayaan 
kesehatan bel urn 
maksimal. 
keterbatasan 
SDM yang 
mcngakibatkan 
bidan dan kadcr 
ke~ja rangkap 
tugas, 

Sehubungan dengan pennasalahan dan tujuan penelitian ini sebagai kajian awal 

pernah dilakukan penelitian (thesis) yang dilakukan oleh Marhami, Program S2 

llmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara pada tahun 20 I 0 

dengan judul " Pengaruh Pembiayaan Kesehatan Terhadap Pengembangan 

Desa Siaga di Kabupaten Aceh Besar ""(diunduh dari hllir· 'repositnn .usu.ac.id 

tanggal 30 Oktober 20 12). 

Adapun hasil peneiitian menyatakan bahwa di Kabupaten Aceh Besar, 

sejak 2006 sampai 20 I 0, dari 604 desa, baru terbentuk I88 desa siaga. Desa 

Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk 

mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat 

seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi 

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), kejadian bencana, kecelakaan, dan 

lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong royong. Jenis 

pene I itiannya adalah explanatory survey untuk menganalisis pengaruh 

pembiayaan kesehatan terhadap pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Aceh 

Besar Populasi dalam penelitian adalah seluruh Desa Siaga, yang berjumlah 

188 desa di dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Besar sampel sebanyak 65 

desa siaga, yang ditentukan dengan teknik simple random sampling. 

Responden adalah Kepala Desa (penanggung jawab), tokoh masyarakat, kader 
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Desa Siaga, pemegang kas Desa Siaga, dan tenaga kesehatan (bidan) yang 

bertugas di Desa Siaga. Dari setiap desa ada 5 responden sehingga dari 65 Desa 

Siaga akan diperoleh 325 responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan 

in-depth interview dengan petugas promosi kesehatan kabupaten dan 

kecamatan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis 

regresi linear berganda menunjukkan bahwa semua variabel kecukupan dana, 

mekanisme pengelolaan dana, kemampuan sumber daya manusia dan 

pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengembangan Desa Siaga. 

Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar untuk dapat 

memprioritaskan semua unsur yang terkait dengan pembiayaan kesehatan 

termasuk didalamnya kecukupan dana, mekanisme pengelolaan dana, 

kemampuan sumber daya manusia, dan pengawasan untuk program Desa Siaga 

yang berkesinambungan, untuk terlaksananya program Desa Siaga ini. Melihat 

hasil penelitian perlu diteliti lebih lanjut factor apa saja yang dominan dalam 

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mengingat faktor kecukupan 

anggaran dan manajemennya tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pengembangan Desa Siaga. 

Laporan penelitian yang ditulis dr. Erfan Nasrullah dkk, Puskesmas 

Panarukan tentang Analisis pelaksanaan Desa Siaga di Desa Kilensari 

Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tahun 20 ll ( b~ii 

enasru II a. files.\\ ordprcss.com) bahwa beberapa kegiatan desa siaga telah 

dilaksanakan sesuai pedoman pengembangan desa siaga, namun belum ada 

inovasi program yang dicanangkan berdasarkan permasalahan riil kesehatan 

yang ada di desa. Jika dinilai dari indikator proses maka pelaksanaan desa siaga 
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di Desa Kilensari masih pada tahap bina dan memerlukan pembinaan intensif 

dari petugas kesehatan dan petugas sektor lainnya. Peran tokoh masyarakat 

termasuk kepala desa perlu ditingkatkan lagi dalam menggerakan masyarakat 

berpartisipasi aktif dalam desa siaga. Dalam penelitian lmplementasi Kebijakan 

Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

oleh Abdul Halim, studi di Desa Awang Besar, Kecamatan Barabai, Hulu 

Sungai Tengah Progam Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat telah memberikan dampak cukup berarti terutama dalam 

membangun kembali semangat gotong royong yang mulai terkikis dalam 

pembangunan di desa. Dampak negatif yang kurang membangun yaitu 

ketergantungan terhadap dana bantuan yang ada sehingga kemampuan 

menggali potensi di desa tidak menjadi fokus pemerintah desa. Harapan para 

aparatur desa pun muncul supaya dana bantuan ini berkesinambungan atau 

terns menerus. Penelitian di desa siaga percontohan Cibatu telah menunjukkan 

pengaktifan komponen Desa Siaga, hal ini berbeda dengan hasil penelitian di 

Maluku Tengah yang menilai provider belum maksimal dalam 

mengembangkan desa siaga yang lebih disibukkan tugas rangkap di 

Puskesmas. Beberapa penelitian terdahulu mempunyai relevansi didalam 

kerangka pikir penelitian ini sebagai pembanding yang relevan. 

C. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan 

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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dan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan implementasi 

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kerangka pikir ini berpijak pada kajian teoritik bahwa kebijakan 

pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif sebagai upaya mewujudkan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan guna mewujudkan 

indikator standar pelayanan minimal maupun Millennium Development Goals 

(MDGs) sebagai indiaktor derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Faktor­

faktor yang mempengaruhi dalam mengembangkan desa siaga aktif meliputi 

aspek manajemen khususnya dalam penggerakan, pengorganisasian, 

komunikasi, Jatar belakang sosial budaya, pengetahuan, persepsi tentang desa 

siaga, dan dukungan sumber daya baik SDM maupun biaya dalam 

mengembangkan desa dan kelurahan siaga aktif 

Diagram atau model kerangka berpikir sebagaimana diagram berikut ini : 
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P emberdayaan 

l.Peran Stakeholder 

Dinas Kesehatan, 

Badan PMD, 

Camat, Pimpinan 

Puskesmas, Kades, 

Tenaga Kesehatan 

Desa, Tokoh 

Masyarakat, kader 

2. Advokasi 

3. Komunikasi 

4. Partisipai 

6. Persepsi 

7.Proses 

pengembangan 

masyarakat 

Diagram 2.1. Kerangka pikir Penelitian 

Pengembangan Desa dan 

Kelurahan Siaga Aktif 

Proses pengemba 

ngan Desa dan 

Kelurahan Siaga 

aktif 

D 
Pelayanan Publik 

Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan 

Capaian lndikator 

Millennium 

Developement Goals 

36 

Faktor-faktor yang 

berpengaruh dengan 

implementasi 

pengembangan Desa/ 

Kelurahan Siaga Aktif: 

(G. Edwar Ill) 

1. Komunikasi 

pemangku 

Kepentingan 

2. Sumber daya 

pelaksana 

implementasi 

3. Disposisi atau sikap 

pelaku 

implementasi 

4. Birokrasi terkait 
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D. Pokok Bahasan I Definisi Operasional 

I. Implementasi adalah tahapan penerapan dan pelaksanaan suatu kegiatan 

program atau aktifitas dalam rangka mencapai tujuan sebuah 

kebijakanyang telah ditetapkan. 

2. Kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk 

melakukan sesuatu dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Pengembangan adalah suatu upaya dinamis dan sistematis yang dilakukan 

secara berkelanjutan untuk menuju suatu hal yang lebih baik dan 

meningkat. 

4. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah suatu desa yang telah yang 

mengggerakkan masyarakatnya sadar , mau dan mampu mengatasi 

masalah kesehatan bersumberdaya potensi masyarakat. 

5. Keputusan Menteri Kesehatan No 1529/Menkes/SK/X/20 10 adalah 

kebijakan nasional yang mengatur penatalaksanaan pengembangan desa 

dan kelurahan siaga aktif 

6. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah satu kesatuan wilayah administrasi 

dan hukum sebagai daerah otonom yangmenjalankan urusan pemerintahan 

dan dikepalai oleh seorang Bupati , serta merupakan bagian dari Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berada di wilayah Kalimantan Tengah. 
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A. Desain Penelitian 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan perspektif 

pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan 

ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan 

terinci dari pandangan. Bila dilihat dari manfaat atau kegunaannya, maka 

penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan menggambarkan implementasi pengembangan desa 

dan kelurahan siaga serta mendiskripsikan beberapa faktor yang berpengaruh 

pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan kelurahan siaga yang sedang 

berjalan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan 

analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap 

dinamika pola hubungan/keterkaitan antar fenomena yang diamati dengan 

menggunakan metode ilmiah. Hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif sama 

sekali tidak membutuhkan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak 

pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan 

penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Dilihat dari 

pendekatan analisisnya ini merupakan penelitian diskriptif. 

diskriptif melakukan analisis kualitatif hanya 
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sampai taraf diskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. 

B. Informan (Narasumber ) 

I. lnforman sebagai sumber data 

Dalam penelitian ini subyek yang telah diwawancarai sebanyak 35 

orang dalam pengumpulan data dilakukan secara purposive sebagai 

informan kunci antara lain para penanggung jawab lintas sektoral dalam 

pengembangan Desa /Kelurahan Siaga Aktif antara lain : 

a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat 

b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

c. Pengurus TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

membidangi Pokja Kesehatan 

d. Camat 

e. Pimpinan Puskesmas 

f. Petugas Kesehatan Bidan di Desa 

g. Kepala Desa 

h. Tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan masyarakat 

Pemilihan informan secara purposive ini dilakukan dari tingkat pengambil 

kebijakan puncak di kabupaten seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta lintas sektoral tingkat 

kabupaten untuk mengetahui sejauh mana koordinasi sosialisasi dan 

advokasi telah dilakukan. Pada pelaksanaan implementasi didapatkan 

informasi dari camat, pimpinan puskesmas, kepala desa, tenaga kesehatan 

di desa dan pemangku kepentingan lain ditingkat kecamatan dan desa 
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sehingga telah mendapatkan gambaran hal-hal yang telah dilaksanakan 

atau dilakukan sampai saat ini dan menggali informasi atas keberhasilan 

atau kegagalanya. 

2. Lingkup Penelitian dan Jokasi Penelitian 

Lingkup penelitian dibatasi pada faktor-faktor atau hal-hal yang 

berhubungan atau berkaitan dengan implementasi dan pemberdayaan 

dalam pengembangan desa siaga aktif di wilayah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

3. Fokus Penelitian 

Dalam rumusan sederhana variabel adalah segala sesuatu yang diteliti oleh 

seorang peneliti yang memikliki variasi nilai. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus antara Jain : 

a. Desa Siaga aktif: yaitu desa yang secara mandiri telah melaksanakan 

analisis pemecahan masalah kesehatan melalui : 

1) Memiliki struktur organisasi desa siaga 

2) Ada forum desa siaga/ musyawarah ( frekuensi ) 

3) Mempunyai program kegiatan dan pembiayaan. 

b. Unsur Desa Siaga meliputi : 

1) Koordinasi dan komunikasi 

2) Potensi Desa 

3) Dukungan pemerintah desa I kepala desa 

4) Peran pemberdayaan masyarakat 

5) Persepsi dan pemahaman para pelaku desa siaga 
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C. Pedoman Wawancara 

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

pedoman wawancara mendalam dan pedoman pelaksanaan FGD. Peneliti 

dalam penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya. Cara penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan jumlah 

desa, jumlah kader, jumlah UKBM, dengan menggunakan check list. 

b. Peneliti melaksanakan pengambilan narasumber atau informan secara 

purposive dengan membuat kriteria khusus untuk menentukan informan 

yang di wawancarai menggunakan intrumen wawancara untuk masing 

masing karakteristik informan. 

c. Peneliti mencatat semua hasil wawancara mendalam dari 

informan/narasum ber 

d. Peneliti merumuskan dan menganalisis hasil wawancara mendalam 

dengan informan. 

e. Peneliti melakukan diskusi dengan metode FGD kepada pimpinan 

Puskesmas untuk mengetahui realita pelaksanaan desa dan kelurahan 

s1aga. 

f. Peneliti mengatur jalannya kegiatan FGD telah dijadwalkan pada tanggal 

20 Mei 2013 
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g. Peneliti mencatat dan merumuskan serta menganalisis data hasil 

pelaksanaan FGD 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pemilihan Narasumber 

1. Sumber Data Data 

Pendekatan waktu dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

Survey Cross Sectional atau penelitian tranversal yaitu suatu penelitian 

dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat (point time approach). Artinya setiap subyek penelitian hanya diobservasi 

sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel 

subyek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti bahwa semua subyek 

penelitian diamati pada waktu yang sama. Untuk mendapatkan data atau 

informasi tentang proses pengembangan desa siaga melalui pengumpulan data 

yang terkait dengan unsur-unsur dan proses desa siaga. 

Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Data Primer 

b. Data sekunder 

2. Pengumpulan data primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara 

dari sumbernya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara mendalam 

Wawancara dilakukan secara langsung antara pewawancara 

(interviewer) dengan terwawancara (intervewee ). Selaku pewawancara 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan terwawancara 
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berjumlah 35 orang adalah sebagai informan. Informan yang diwawancarai 

dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan 

Kasubag perencanaan Dinkes, Masyarakat, Camat, Pimpinan Puskesmas, 

Kepala Desa, Pengurus Desa Siaga, Unsur Lembaga Desa, Bidan Desa, 

Tokoh Masyarakat, Masyarakat dan Kader Kesehatan. 

b. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) 

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang 

umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan 

makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok dalam hal ini 

dilakukan dengan para pimpinan Puskesmas. Teknik ini digunakan untuk 

mengungkap pemaknaan dari suatu kalompok berdasarkan hasil diskusi 

yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan 

untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap 

fokus masalah yang sedang diteliti. Pelaksanaan FGD dilakukan untuk 

melihat sejauh mana tahapan proses pengembangan desa siaga dilaksakan, 

menjelaskan peranan masing-masing unsur yang terlibat dalam 

pengembangan desa siaga. 

3. Pengumpulan data sekunder 

Data skunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari 

sumbemya, yang dapat diambil dari dokumen.pengumpulan data sekunder 

terdiri dari dokumen, laporan yang meliputi : 

a. Data desa siaga yang telah dibentuk kelembagaannya di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

wilayah 
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b. Data desa siaga yang telah aktif kegiatannya di wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

c. Jenis dan data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat di 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Sebagai subyek penelitian ini adalah Penanggungjawab Program 

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga kabupaten beserta stakeholdernya 

meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, 

Camat, Pimpinan Puskesmas, Kepala Desa, Pengurus Desa Siaga, Unsur 

Lembaga Desa, Bidan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Kader Kesehatan. 

Pengambilan informan didasarkan pada pertimbangan dan alasan kriteria 

sesuai keperluan. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dalam hal 

ini narasumber atau informan didasarkan atas pertimbangan tertentu yang 

dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan dan bukan merupakan representasi 

dari populasi. Dari 89 desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat akan 

diambil informan dari desa siaga terpilih yang telah aktif maupun belum 

aktif dalam mengembangkan desa siaga. 

E. Metode Analisis Data 

E.l. Pengumpulan Data Mentah 

Pengumpulan data mentah merupakan tahap pengumpulan data yang 

dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi lapangan dan kajian 

pustaka. Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan wawancara 

mendalam dengan narasumber sesuai dengan kepentingan penggalian data. 

Perekaman data wawancara menggunakan recorder dan catatan hasil 
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wawancara. Observasi dilakukan melalui pengamatan keadaan di lapangan 

yang terkait atau menunjang hasil wawancara dan didokumentasikan dengan 

kamera. Pencatatan hasil wawancara akan ditulis apa adanya ( Verbatim ) 

tanpa ditambah atau dikurangi tanpa dicampuri dengan pendapat atau 

komentar peneliti. 

E.2. Transkrip Data 

Pada tahap transkrip data akan dilakukan penulisan dari catatan atau 

hasil rekaman wawancara menjadi kalimat- kalimat atau hasil rekaman apa 

adanya . Peneliti tidak akan menambahkan atau mencampuri tulisan 

transkrip dengan pendapat, opini atau komentar lainnya. Data hasil 

wawancara dan pertanyaan diformulasikan sebagai transkrip hasil 

wawancara yang memuat identitas narasumber, karakteristik narasumber, 

tanggal wawancara,hasil wawancara, dan review dari hasil wawancara oleh 

peneliti 

Dalam kertas transkrip data akan disediakan tempat kosong untuk 

melakukan koding data. 

E.3. Pembuatan Koding 

Proses ini memerlukan kecermatan dalam melihat transkrip data 

dengan teliti atas pemyataan - pemyataan strategis yang diberikan 

narasumber kemudian dilakukan identifikasi kata-kata kunci dari pemyataan 

narasumber. Pada tahap ini seluruh transkrip telah dilakukan koding yang 

telah memuat" kata kunci" dari pemyataan atau jawaban narasumber.Hal ini 

dilakukan pada bagian kolom kode pada tmskrip hasil wawancara. 
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E.4. Kategorisasi Data 

Setelah data transkrip dikoding, maka pada tahap ini dilakukan 

penyederhanaan atau mensarikan transkrip data kedalam item yang telah 

mengikat konsep-konsep (kata kunci) sehingga dari sejumlah kata kunci 

yang banya akan di kategorikan menjadi beberapa kategori untuk 

mempermudah pengelompokan dari kata kunci. 

Menurut Bodan & Biklen dalam Modul Metodologi Penelitian 

Administrasi bahwa kode-kode ini meliputi : Setting Codes, Perpective 

codes, process codes, activity codes,strategy codes, relationships and social 

structure codes, methods, dan preassigned coding system. 

E.5. Penyimpulan sementara 

Dari hasil kategorisasi data peneliti sudah dapat mengambil 

kesimpulan yang 100 % mutlak harus berdasarkan hasil data, yang masih 

bersifat sementara. Dalam tahapan ini peneliti dapat melakukan komentar 

atau Observer Coment (OC) . Observer Coment ini dapat berupa : 

a. Persetujuan terhadap apa yang dulakukan atau dikatakan oleh subyek 

(narasumber) 

b. Ketidak setujuan 

c. Menghubungkan data dengan teori 

d. Pertanyaan baru setelah adanya data di lapangan 

e. Perbandingan data dari pernyataan informan yang satu dengan lainnya 

f. Peringatan untuk peneliti agar bisa memahami lebih lanjut dari data yang 

diperoleh dilapangan. 

g. Hal-hal yang terkait dengan subyektifitas peneliti. 
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6. Triangulasi 

Triangulasi merupakan proses check and' recheck antara satu sumber 

data dengan sumber data lainnya. Dalam hal ini akan diperoleh berbagai 

kemungkinan, antara lain: 

a. Satu sumber cocok atau senada dengan sumber lain (kohern) 

b. Satu Sumber berbeda dengan sumber lainnya , tetapi tidak terjadi 

pertentangan 

c. Satu Sumber bertentangan 180 derajat ( bertolak belakang ) dengan 

sumber yang lainnya. 

Dalam hal lain menurut Bodan & Biklen analisis data juga dapat 

didefinisikan sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematik 

transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang kita 

dapatkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena 

membantu mempresentasikan penemuan kepada orang lain. Triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan jawaban informan, misalnya antar bidan 

desa, antar pimpinan puskesmas untuk meyakinkan terhadap hasil jawaban 

yang telah diperoleh. 

Data hasil wawancara mendalam dengan informan dan pelaksanaan 

FGD diolah dan dianalisis dengan metode content analysis. Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menysusun ke dalam pola, memilah mana yang penting 
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dan akan dipelajari dan senajutnya mengambil kesimpulan sehingga mudah 

dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data kualitatif memilah-milahnya menjadi yang dapat 

dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Analisis data terutama difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data pada 

penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam 

analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas. Langkah langkah dalam analisis data secara 

interaktif adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan tahapan awal yaitu melakukan wawancara 

dengan informan sesuai dengan pola purpossive karena penelitian ini 

ingin menggali dari informan sesuai kelompok karakteristiknya, 

misalnya Kepala Dinas, Camat, Pimpinan Puskesmas, Bidan, Kades dan 

sebagainya. Selain wawancara juga dikumpulkan data melalui 

dokumentasi laporan, foto kegiatan, Focus Group Discussion dengan 

pimpinan Puskesmas dan bidan desa. 

b. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam 

14/41294.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



49 

mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan utama yang mgm dicapai. 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah adanya temuan. 

c. Penyajian data (data display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yaitu dengan teks 

yang bersifat naratif. 

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing /verifYing) 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, biasanya dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel 

pada penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Oleh kerena itu 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas. 

a. Validitas (validity) 

Pengujian validitas (keabsahan) terhadap hasil penelitian dilakukan 

dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan triangulasi waktu. Hal ini dilakukan dengan 

melakukan pertanyaan yang sama dengan informan lain, dan ditanyakan 

kembali pada waktu yang lain apakahjawaban informan tetap konsisten. 

b. Reliabilitas (reliability) 

Pada penelitian ini uji reliabilitas (kepercayan) dilakukan dengan cara 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses penelitian yang diaudit 

meliputi penentuan fokus masalah, peneliti masuk ke lapangan, menentukan 

sumber data, analisis data, uji keabsahan data, sampai dengan penarikan 

kesimpulan harus dapat ditunjukan oleh peneliti. Peneliti melakukan 

14/41294.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



50 

evaluasi rangkaian urutan wawancara baik antar informan berdasarkan 

karakteristiknya maupun waktu wawancara untuk menghindari kesalahan 

atas pertanyaan dan jawaban pada inform an yang satu dengan yang lainnya. 
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5.1. Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang berasal dari data - data penelitian 

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di 

Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 

di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mengacu pada SK Menteri 

Kesehatan Nom or 1529/Menkes/SK/X/20 10 bel urn sepenuhnya 

dilaksanakan mencapat pada 8 ( delapan ) indikator kriteria 

desa/kelurahan siaga aktif masih terkendala aspek komunikasi, sumber 

daya, sikap dan struktur birokrasi yang ditunjukkan dengan belum 

terbentuknya Tim Koordinasi, Kelompok Kerja Operasional, dan aspek 

legal formal dan anggaran desa siaga yang masih terfokus disektor 

kesehatan. 

2. Faktor- faktor yang terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat pada 

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada adalah tingkat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan, komunikasi antar pemangku kepentingan atau implementor, 

jejaring advokasi, persepsi desalkelurahan siaga, motivasi petugas dan 

pemangku kepentingan, keterbatasan SDM Puskesmas, karakteristik 

masyarakat, tingkat partisipasi, dan tingkat aktifitas ekonomi masyarakat 

yang berpengaruh secara positif maupun negati£ 
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5.2. Saran- Saran 

Dari kesimpulan yang diambil atas pelaksanaan kebijakan pengembangan 

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Kotawaringin Barat , terhadap 

hal- hal yang membuat kelemahan dalam program lebih lanjut kedepan kami 

berikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Buku Pedoman Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tetap 

dijadikan acuan perbandingan antara tatanan konsep dan- kerangka 

program dalam menyusun langkah-langkah mengacu pada 8 indikator 

pengembangan dan keberlangsungan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, 

dalam mengatur dan memperkuat peran dan tata hubungan antar 

pemangku kepentingan dalam tahapan yang lebih jelas serta memnuhi 

komponen dalam implementasi meningkatkan komunikasi, sumber daya 

termasuk anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, sikap 

positif dan birokrasi yang bersinergi dengan kepentingan kebijakan 

pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif di Kabupaten 

Kotawaringin Barat.. 

2. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih difokuskan pada 

aspek proses dan hasil secara utuh melalui pemberdayaan personal, 

pemberdayaan kelompok, pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan 

kemitraan ( stakeholder ) , dan aksi mendapatkan dukungan sosial politik 

melalui upaya advokasi sehingga mampu meningkatkan persepsi, 

partisipasi, motivasi, serta memenuhi sumber daya manusia dan 

mengintervensi karakteristik masyarakat dengan strategi yang tepat. 
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Nama 
NIM 
Tempat Tanggal Lahir 
Agama 
Registrasi Pertama 
Riwayat Pendidikan 

Riwayat Pekerjaan 
Provinsi 

Alamat Tetap 

BIO DATA PENULIS 

: ARIF SUSANTO 
:018264422 
: Purworejo, 16 Desember 1972 
:Islam 
: 2011.2 
: 1. SD Tanjunganom 2 tamat tahun 1985 
2. SMP Negeri 2 Kutoarjo, tamat tahun 1988 
3. SMA Negeri 1 Purworejo, tamat tahun 1991 
4. S 1 Kesehatan Masyarakat FKM Universitas 

Diponegoro, Semarang tamat tahun 1996 
5. Terdaftar di Pascasarjana Universitas Terbuka, 

tahun 2011.2 

: 1. StafBidang Tenaga Kesehatan Kanwil Depkes 

Kalimantan Tengah tahun 1998-2000 
2. Pit Kasubsi gizi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat tahun 2000-2002 
3. Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat tahun 2002-2006 
4. Kepala Subag Perencanaan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kotawaringin Barat Kalteng , tahun 
2007 - 2009 

5. Kepala Bidang Pengembangan SDM Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat 
tahun 2009- sekarang 

: Jalan HM rafi'i. Komplek BIN Bambu Kuning, 
Kel Madurejo Pangkalan Bun , Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Barat 
Telp!HP: 08125079345 
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PEDOMAN WA W ANCARA SESUAI KARAKTERISTIK INFORMAN 

INSTRUMEN WA WANCARA PENELITIAN 

Nama Responden 
Kelompok kategori informan : Camat 
Tanggal Wawancara 
Waktu 

Peneliti Menggali hal-hal sebagai berikut: Kode 
1. Bagaimana bentuk dukungan cam at dalam 5 

pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif diwilayah 
kerjanya 

2. Meminta Penjelasan Camat dalam memberikan 
dukungan kepada desa I kelurahan dalam pengembangan 
desa dan kelurahan siaga aktif diwilayahnya 

3. Sejauh mana pengerakan dan koordinasi lintas sektoral 
yang dilakukan oleh camat dalam pengembangan desa 
dan kelurahan siaga aktif diwilayahnya 

4. Apakah ada permasalahan yang dihadapi camat dan 
yang member dukungan dalam pengembangan de sa 
kelurahan siaga aktif di wilayah kerjanya. 

5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan dan pengembangan desa kelurahan siaga 
aktif kedepan. 
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PEDOMAN WA W ANCARA SESUAI KARAKTERISTIK INFORMAN 

INSTRUMEN WA W ANCARA PENELITIAN 

Nama Responden 
Kelompok kategori informan : Bidan Desa 
Tanggal Wawancara 
Waktu 

Peneliti Menggali hal-hal sebagai berikut: Kode 
5 

1. In gin mengetahui bagaimana implementasi 
pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif yang 
menjadi tugas wilayahnya? 

2. Faktor faktor yang menghambat bagi bidan dalam 
menggerakkan desa siaga aktif sebagai provider baik 
dari factor internal maupun eksternal? 

3. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan de sa 
kelurahan siaga aktif diwilayah keijanya baik secara 
internal maupun eksternal 

4. Adakah manfaat pengembangan desa kelurahan siaga 
aktif bagi petugas bidan dalam menmberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat? 

5. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi masalah 
yang dihadapi 
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PEDOMAN WA W ANCARA SESUAI KARAKTERISTIK INFORMAN 

INSTRUMEN WA W ANCARA PENELITIAN 

Nama Responden 
Kelompok kategori informan : Pimpinan Puskesmas 
Tanggal Wawancara 
Waktu 

Peneliti Menggali hal-hal sebagai berikut Kode 
5 

1. Bagaimana implementasi pengembangan de sa I 
kelurahan siaga aktif di wilayah ke:rja Puskesmas yang 
Bapak/ibu pimpin 

2. Apakah dari SlSl sumber day a tenaga kesehatan 
diwilayah Puskesmas sedah memadai atau bel urn 
memadai dalam melaksanakan program desalkelurahan 
siaga aktif? 

3. Faktor- faktor penghambat apa saja yang di hdapi dari 
sisi internal maupun ekternalnyadi wilayah puskesmas 
yang bapak/ ibu pimpin? 

4. Faktor- faktor pendorong apa saja yang di hdapi dari 
sisi internal maupun ektemalnyadi wilayah puskesmas 
yang bapak/ ibu pimpin? 

5. Upaya I strategi apa untuk mengatasi pengembangan 
desa/kelurahan siaga aktif dan rencananya ke depan? 
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PEDOMAN WA W ANCARA SESUAI KARAKTERISTIK INFORMAN 

INSTRUMEN WA W ANCARA PENELITIAN 

Nama Responden 
Kelompok kategori informan : Pengambil Kebijakan SKPD, Stakeholder 
Tanggal Wawancara 
Waktu 

Peneliti Peneliti Menggali : Kode 
5 

1. Dukungan kebijakan startegis dalam melaksanakan 
Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif? 

2. Bagaimana tingkat koordinasi lintas sektoral yang saat 
ini terjadi? 

3. Bagaimana dukungan pembiayaan program desa siaga 
akif di Dinas Terkait? 

4. Bagaimana pengelolaan program desa siaga di tingkat 
SKPD stakeholder dilaksanakan 
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PEDOMAN WA W ANCARA SESUAI KARAKTERISTIK INFORMAN 

INSTRUMEN WA W ANCARA PENELITIAN 

Nama Responden 
Kelompok kategori informan : Kepala Desa 
Tanggal Wawancara 
Waktu 

Peneliti Peneliti menggali hal-hal sebagai berikut : Kode 
5 

1. Sejauh mana kepala desa mengetahui konsep desa siaga 
aktif ( dari aspek esensi ) desa siaga aktif 

2. Apakah ada hambatan yang ditemuai Kepala Desa pada 
saat melaksanakan pengembangan desa siaga aktif 

3. Bagaimana bentuk dukungan kebijakan dan peran kepala 
desa dalam mendukung pengembagan desa I kelurahan 
siaga aktif? 

4. Bagaimana cara/upaya mengatasi permasalahan yang 
teijadi 

5. Bagaimana manfaat desa siaga bagi masyarakat? 
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PEDOMAN WA W ANCARA SESUAI KARAKTERISTIK INFORMAN 

INSTRUMEN WA WANCARA PENELITIAN 

Nama Responden 
Kelompok kategori informan : Tokoh masyarakat/kader/masyarakat 
Tanggal Wawancara 
Wak-tu 

Peneliti Peneliti menggali Kode 
5 

1. Persepsi desa siaga aktif bagi tokoh masyarakat dalam 
kehidupan masyarakat 

2. Bagaimana peran serta tokoh masyarakat/ masyarakat 
dalam kegiatan desa siaga aktif 

3. Apakah ada manfaat yang dirasakan masyarakat dari 
kegiatan desa siaga 
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Lampiran- 3 
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DAFT AR INFORMAN DALAM PENELITIAN 

No Nama Informan Kategori Informan 
1 Drg. Indrawan Sakti, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan 
2 Drs. Encep Hidayat Kepa1a Badan PMD 
3 Drs. Aliransyah Camat Pangkalan Banteng 
4 Drs. Rody Iskandar M.Si Camat Arut Selatan 
5 dr. Rita Wey Pimpinan Puskesmas Arut Selatan 
6 dr. Mahadi Pimpinan Puskesmas Madurejo 
7 dr. Lilik S. Umroh Pimpinan Puskesmas Natai Palingkau 
8 dr. Dwi Alita Gati Pimpinan Puskesmas Mendawai 
9 dr. Novera Fembriyani Pimpinan Puskesmas Sungai Rangit 
10 dr.Jordan Pimpinan Puskesmas Pandu Senjaya 
11 dr. John Fery Sidabalok Pimpinan Puskesmas Pangkalan Lada 
12 dr. F achrudin Pim_pinan Puskesmas Semanggang 
13 dr. Maryani Pimpinan Puskesmas Karang Mulya 
14 Agus Supriyono, AMK Pimpinan Puskesmas Teluk Bogam 
15 H. Nafis Pimpinan Puskesmas Riam Durian 
16 H. Gusti Sadikin Pimpinan Puskesmas Kotawaringin 

Lama 
17 H. Imanuddin Pimpinan Puskesmas Arut Utara 
18 H. Samsul Arifm AMK Staf Puskesmas Kumai 
19 Johan Kepala Desa Riam Durian Kec. 

Kotawaringin Lama 
20 Sumardi Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan 

Kotawaringin Lama 

21 Sutomo Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan 
Pangkalan Banteng 

22 Suwandi Kepala Desa Sagu Suka Mulya Kec. 
Kotawaringin Lama 

23 Suharto Kepala Desa Arga Mulya Kecamatan 
Pangkalan Banteng 

24 Yance Tokoh Masyarakat Desa Riam Durian 
25 Tuwiyem Tokoh Masyarakat Desa Arga MuJya 
26 H. Amat Sulkan , SKM Kasubag Perencanaan Program Dinas 

Kesehatan 
27 Majidi Noor , SKM Pengelola Desa Siaga Dinas 

Kesehatan 
28 Bidan Sepni Bidan Poskesdes Sidomulyo 

Kecamatan Pangkalan Banteng 
28 Bidan Hernita Bidan Poskesdes Kumpai Batu Bawah 
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Kecamatan Arut Selatan 
30 Bidan Zairina Bidan Poskesdes Natai Kerbau 

Kecamatan Pangkalan Banteng 
31 Bidan Irma Bidan Poskesdes Makarti Jaya 

Kecamatan Pangkalan Lada 
32 Bidan Evaliani Bidan Poskesdes LadaMandala Jaya 

Kecamatan Pangkalan Lada 
33 Bidan Jamilah Bidan Poskesdes Pangkalan Satu 

Kecamatan Kumai 
34 Jones Simanungkalit Tokoh masyarakat Desa' Pangkalan 

Tiga Kecamatan Pangkalan Lada 
35 Santo Anggota Pokja IV Tim Penggerak 

PKK Kabupaten 
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Lampiran- 4 
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Lampiran- 5 
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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1529/MENKES/SKIX/2010 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian v1s1 
Pembangunan Nasianal 2005-2025 yaitu Indonesia yang 
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, telah ditetapkan program 
pengembangan Desa Siaga; 

b. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, per1u menetapkan Pedoman Umum 
Pengembangan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan; 

Mengingat: 1. Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Repub/ik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Pedoman Umum Pengembangan Desa dan 
Ke\urahan Siaga Ak\if 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ 
Xl/2005 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Departemen 
Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/ 
Vl/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/ 
Vlll/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan 
DesaSiaga; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/ 
Vll/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 
Kesehatan di Kabupaten dan Kota; 

Pedoman Umum Pengembangan Desa dan 
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Menetapkan : 

Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Keenam 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 
UMUM PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA 
AKTIF. 
Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum 
dalam Lampiran Keputusan ini. 
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua 
digunakan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan 
dalam rangka pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana 
dimaksud dalam Oiktum Kedua berada di bawah koordinasi 
Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. 
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman 
ini dilaksanakan oleh: 
a. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian 

Oalam Negeri dan sektor terkait lainnya; dan 
b. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten 

dan Kota berkoordinasi dengan Badan/Oinas/Kantor 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pad a tanggal 20 Oktober 201 0 

Pedoman Umum Pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif 
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LAMPl RAN 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOM OR 1529/MENKES/SK/X/201 0 
TANGGAL 20 OKTOBER 2010 

PEDOMAN UMUM 
PENGEMBANGAN DESA DAN 

KELURAHAN SIAGA AKTIF 

Pedoman Umum Pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif 
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A. LATAR BELAKANG 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam 
Undang-Undang Repub~k Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah "INDONESIA 
YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR." Untuk mewujudkan visi tersebut 
ditetapkan 8 (defapan) arah pembangunan jangka panjang, yang sarah satunya 
adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, salah satu arah yang ditetapkan 
adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia, yang ditandai 
dengan meningkatnya lndeks Pembangunan Manusia (IPM). Unsur-unsur 
penting bagi peningkatan IPM adalah derajat kesehatan, tingkat pendidikan, 
dan pertumbuhan ekonomi. Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan pada 
hakikatnya adalah investasi bagi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, 
yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan 
tingkat kemiskinan. Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat 
yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun 
ke depan (Tahun 2010-2014) harus lebih diarahkan kepada beberapa hal 
prioritas. 

Pembangunan kesehatan juga tidak ter1epas dari komitmen Indonesia sebagai 
warga masyarakat dunia untuk ikut merealisasikan tercapainya Millenium 
Development Goals (MDGs). Dalam MDGs tersebut, kesehatan dapat dikatakan 
sebagai unsur dominan, karena dari delapan agenda MDGs lima di antaranya 
berkaitan langsung dengan kesehatan, dan tiga yang lain berkaitan secara 
tidak langsung. Lima agenda yang berkaitan langsung dengan kesehatan itu 
adalah Agenda ke-1 (Memberantas kemiskinan dan kelaparan), Agenda ke-4 
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(Menurunkan angka kematian anak), Agenda ke-5 (Meningkatkan kesehatan 
ibu), Agenda ke-6 (Memerangi HIV dan AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya), 
serta Agenda ke-7 (Melestarikan lingkungan hidup). 

Ber1<aitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan 
kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi 
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 
ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang mempunyai hak 
yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. 
Namun di samping itu, setiap orang juga tidak luput dari kewajiban-kewajiban di 
bidang kesehatan. 

Untuk itu, Pemerintah memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus 
dilaksanakannya, yang meliputi tanggung jawab untuk merencanakan, 
mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan 
upaya kesehatan yang merata dan te~angkau oleh masyarakat. Pemerintah 
juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif 
masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. 

Dalam dasawarsa 1970an - 1980an, Pemerintah telah berhasil menggalang 
peran aktif dan memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan melalui 
gerakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Pada saat 
itu, seluruh sektor pemerintahan yang ter1<ait, organisasi kemasyarakatan, 
dunia usaha, serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan 
(stakeholders) lain, bahu-membahu menggerakkan, memfasilitasi, dan 
membantu masyarakat di desa dan kelurahan untuk membangun kesehatan 
mereka sendiri. Akan tetapi, akibat te~adinya krisis ekonomi dan faktor-faktor 
lain, gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan itu berangsur­
angsur melemah. Namun demikian, semangat masyarakat tampaknya tidak 
hilang sama sekali. Sisa-sisa semangat itu tercerrnin dari masih bertahannya 
organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim 
Penggerak PKK) dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Desa!Kelurahan, masih 
hidupnya gerakan kelompok Dasawisma, dan masih ber1<embangnya sejumlah 

Pedoman Umum Pengembangan Oesa dan 
Kelurahan Siaga Aktif 

14/41294.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di banyak desa dan 
kelurahan. Walaupun harus menghadapi berbagai kendala, Tim Penggerak 
PKK masih tetap be~uang menghidupkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 
di desa dan kelurahan, sehingga saat ini 84,3% desa dan kelurahan memiliki 
Posyandu aktif. 

Masa kejayaan PKMD itu hendak diulang dan dibangkitkan kembali 
melalui gerakan pengembangan dan pembinaan Desa Siaga yang 
sudah dimulai pada tahun 2006. Yaitu dengan ditetapkannya Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes /SKNIII/2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2009 
tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1 %) dari 75.410 desa dan kelurahan 
yang ada di Indonesia telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga 
dan Kelurahan Siaga. Namun demikian, banyak dari antaranya yang 
belum berhasil menciptakan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga yang 
sesungguhnya, yang disebut sebagai Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga 
Aktif. Hal ini dapat dipahami, karena pengembangan dan pembinaan Desa 
Siaga dan Kelurahan Siaga yang menganut konsep pemberdayaan masyarakat 
memang memerlukan suatu proses. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dirasa perlu untuk melaksanakan 
revitalisasi terhadap program pengembangan Desa Siaga guna mengakselerasi 
pencapaian target Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Sebagaimana diketahui, 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 41/Menkes/PerNII/2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota 
dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang 
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di 
Kabupaten dan Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% 
desa telah menjadi Desa Siaga Aktif. Oleh sebab sebagian desa yang ada 
di Indonesia telah berubah status menjadi kelurahan, maka perlu ditegaskan 
bahwa dalam target tersebut juga tercakup Kelurahan Siaga Aktif. Dengan 
demikian, target SPM harus dimaknai sebagai tercapainya 80% desa dan 
kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Kota. Salah satu dari antara sejumlah urusan wajib tersebut 
adalah penanganan bidang kesehatan. Dengan demikian, jelas bahwa 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu 
urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Kota. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota harus berperan 
aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di 
wilayahnya, agar target cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
dapat dicapai. Namun demikian, berperan aktif bukan berarti beke~a 

sendiri. Bagaimana pun, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah (Pusat) 
memiliki juga tanggung jawab dan perannya dalam menyukseskan 
pembangunan kesehatan masyarakat desa dan kelurahan. Bahkan tidak 
hanya pihak pemerintah, pihak-pihak lain pun, yaitu organisasi kemasyarakatan, 
dunia usaha, serta para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan 
lain, besar perannya dalam mendukung keberhasilan pembangunan 
kesehatan masyarakat desa dan kelurahan. 

Bertolak dari kesadaran tersebut di atas, maka disusunlah Pedoman 
Umum Pengembangan Desa dan Kefurahan Siaga Aktif ini sebagai acuan 
untuk kesamaan pemahaman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka 
akselerasi Program Pengembangan Desa Siaga guna mencapai target Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2015. 

Dengan kesamaan pemahaman diharapkan akan te~adi sinkronisasi dan 
ke~asama yang baik da/am rangka mengupayakan tercapainya Desa dan 
Kelurahan Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat, Provinsi Sehat, 
dan Indonesia Sehat. 
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B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum: 

Percepatan terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, 
tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan 
kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya 
meningkat. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Mengembangkan kebijakan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif di setiap tingkat Pemerintahan. 

b. Meningkatkan komitmen dan ke~asama semua pemangku kepentingan 
pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan kelurahan untuk 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar 
di desa dan kelurahan. 

d. Mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan survailans berbasis 
masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu, pertumbuhan 
anak, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan 
kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan. 

e. Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dana, maupun 
sumber daya lain, yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan 
swasta/dunia usaha, untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

f. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah 
Tangga di desa atau kelurahan. 
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C. DASAR HUKUM 

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan dengan mengacu 
kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular. 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah. 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan 

Wabah Penyakit Menular. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201 0 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubemur Selaku Wakil Pemerintah 
di Daerah. 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara. 

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan 
Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PBNIII/2005 tentang 
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Penataan Lembaga Kemasyarakatan. 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader 
Pemberdayaan Masyarakat. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan. 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan. 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan. 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan 
Urusan Pemerintahan Kabupaten!Kota kepada Lurah. 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor66 Tahun 2007 tentang Perencanaan 
Pembangunan Desa. 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PerNII/2008 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 

25. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/11/2004 tentang 
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SKNIII/2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. 

28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang 
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 
Kabupaten/Kota. 

29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 4/Menkes/SKN/2009 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional. 

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/11/201 0 tentang 
Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat. 
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BAB II 
KONSEP DASAR DESA 

DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF 

A. DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF 

Desa dan Kelurahan Siaga Alctif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga 
yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah 
desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang: 

1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan 
dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan 
Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut 
sepelfi, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. 

2. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan survailans 
berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu 
dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan 
penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga 
masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Desa atau Kelurahan Siaga 
Aktif memiliki komponen (1) Pelayanan kesehatan dasar, (2) Pemberdayaan 
masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong upaya survailans 
berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana 
serta penyehatan lingkungan, (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

B. PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Desa Siaga Aktif atau Kelurahan 
Siaga Aktif diselenggarakan melalui berbagai UKBM, serta kegiatan kader dan 
masyarakat. Pelayanan ini selanjutnya didukung oleh sarana-sarana kesehatan 
yang ada seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan rumah sakit. 
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Teknis pelaksanaan pelayanan mengacu kepada petunjuk-petunjuk teknis dari 
Kementerian Kesehatan dengan pengawasan dan bimbingan dari Puskesmas. 

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan primer, sesuai dengan 
kewenangan tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan kesehatan dasar 
berupa: (1) Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, (2) Pelayanan kesehatan 
untul< ibu menyusui, (3) Pelayanan l<esehatan untul< anal<, serta (4) Penemuan 
dan penanganan penderita penyakit. 

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN 
UKBM 

Pemberdayaan masyaral<at terus diupayal<an melalui pengembangan UKBM 
yang ada di desa. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans berbasis 
masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta 
penyehatan fingkungan. Survailans berbasis masyarakat adalah pengamatan 
dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu 
oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis dari 
Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) Pengamatan dan 
pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, 
dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, (2) 
Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon 
cepat, (3) Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah 
kesehatan, serta (4) Pelaporan kematian. 

Kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upaya­
upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi 
bencana dan kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada 
petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: 
(1) Bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi, 
(2) Promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat 
bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah, (3) Bantuan/fasilitasi 
pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan 
sampahnimbah, dan lain-lain) di tempat pengungsian, (4) Penyediaan 
relawan yang bersedia menjadi donor darah, dan (5) Pelayanan kesehatan 
bagi pengungsi. 
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Penyehatan lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat 
untuk menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman 
agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan berpedoman 
kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya 
berupa: (1) Promosi tentang pentingnya sanitasi dasar, (2) Bantuan/fasilitasi 
pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan 
sampah dan limbah, dan lain-lain), dan (3) Bantuan/fasilitasi upaya pencegahan 
pencemaran lingkungan. 

D. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 

Masyarakat di Desa atau Kelurahan Siaga Aktif wajib melaksanakan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah sekumpulan perilaku yang 
dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan 
seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri 
(mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 
masyarakat. 

Yang menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan pengembangan Oesa 
dan Kelurahan Siaga Aktif adalah PHBS yang dipraktikkan di tatanan rumah 
tangga. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, PHBS harus dipraktikkan di 
tatanan mana pun pada saat seseorang sedang berada. Se/ain di tatanan rumah 
tangga, PHBS harus dikembangkan dan dipraktikkan di tatanan-tatanan institusi 
pendidikan, tempat ke~a . tempat umum dan sarana kesehatan. 

PHBS yang harus dipraktikkan oleh masyarakat di desa dan kelurahan Siaga 
Aktif meliputi perilaku sebagai berikut: 

1. Melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui 
dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyakit 
menular. 

2. Pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke Poskesdes/Pustu/ 
Puskesmas bila terserang penyakit. 

3. Memeriksakan kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan. 
4. Mengonsumsi Tablet Tambah Darah semasa hamil dan nifas (bagi ibu). 
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5. Makan-makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang (terutama 
bagi perempuan termasuk pada saat hamil dan menyusui). 

6. Mengonsumsi sayur dan buah setiap hari. 
7. Menggunakan garam beryodium setiap kali memasak. 
8. Menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan. 
9. Mengonsumsi Kapsul Vitamin A bagi ibu nifas. 
10. Memberi ASI eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan). 
11. Memberi Makanan Pendamping AS I. 
12. Memberi Kapsul Vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulan Februari 

dan Agustus. 
13. Menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta 

menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA untuk memantau 
pertumbuhannya. 

14. Membawa bayi/anak, ibu, dan wanita usia subur untuk diimunisasi. 
15. Tersedianya oralit dan zinc untuk penanggulangan Diare. 
16. Menyediakan rumah dan atau kendaraannya untuk pertolongan dalam 

keadaan darurat (misalnya untuk rumah tunggu ibu bersalin, ambulan, dan 
lain-lain). 

17. Menghimpun dana masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk 
bantuan bagi pengobatan dan persalinan. 

18. Menjadi peserta (akseptor) aktif keluarga berencana. 
19. Menggunakan air bersih untuk keper1uan sehari-hari 
20. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 
21 . Menggunakan jamban sehat 
22. Mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan 

menggunakannya. 
23. Memberantas jentik-jentik nyamuk. 
24. Mencegah te~adinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, desalkelurahan 

maupun di lingkungan pemukiman. 
25. Melakukan aktiv\tas fisik setiap hari. 
26. lidak merokok, minum minuman keras, madat, dan menyalahgunakan 

napza serta bahan berbahaya lain. 
27. Memanfaatkan UKBM, Poskesdes, Pustu, Puskesmas atau sarana 

kesehatan lain. 
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28. Pemanfaatan pekarangan untuk Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Warung 
Hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama 
(kolektif). 

29. Melaporkan kematian. 
30. Mempraktikkan PHBS lain yang dianjurkan. 
31. Saling mengingatkan untuk mempraktikkan PHBS. 

Untuk mengukur keberhasilan pembinaan PHBS di Rumah Tangga digunakan 
10 (sepuluh) perilaku yang merupakan indikator yaitu (1) persalinan ditolong 
oleh tenaga kesehatan, (2) memberi ASI eksklusif kepada bayi, (3) menimbang 
berat badan balita, (4) menggunakan air bersih, (5) mencuci tangan dengan 
air bersih dan sabun, (6) menggunakan jamban sehat, (7) memberantas jentik 
nyamuk, (8) mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, (9) melakukan aktivitas 
fisik setiap hari, (1 0) tidak merokok di dalam rumah. 

Di tatanan rumah tangga, Kepala Rumah Tangga harus menjadi panutan 
dan mendorong anggota rumah tangganya untuk: mempraktik:k:an PHBS. /a 
juga bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan kemudahan bagi 
dipraktikkannya PHBS di Rumah Tangga. 

Di tatanan institusi pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, 
seminari , dan sejenisnya, pemilik institusi pendidikan dan para pendidik 
merupakan panutan dan mendorong anak didiknya dalam mempraktikkan 
PHBS. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan 
kemudahan bagi dipraktikkannya PHBS di lnstitusi Pendidikan. 

Di tatanan tempat ke~a seperti pabrik, toko, kantor/perusahaan, dan lain­
lain, pemilik dan pengelola tempat ke~a tersebut harus menjadi panutan dan 
mendorong para pekelja/ karyawannya dalam mempraktikkan PHBS. Pemilik 
dan pengelola tempat ke~a juga wajib menyediakan sarana dan kemudahan 
bagi dipraktikkannya PHBS di Tempat Ke~a. 

Di tatanan tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, 
pasar, pertokoan (mal), tempat hiburan, tempat rekreasi/pariwisata, tempat 
ibadah, dan lain-lain sejenis, pemilik dan pengelola tempat umum harus menjadi 
panutan dan mendorong para peke~alkaryawan dan pengunjungnya dalam 
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mempraktikkan PHBS. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan 
sarana dan kemudahan bagi dipraktikkannya PHBS di Tempat-tempat Umum. 

Di tatanan institusi kesehatan seperti Pustu, Puskesmas, klinik, rumah sakit, 
dan lain-lain, pemilik/pengelola dan para petugasnya merupakan panutan dan 
mendorong pasien dan pengunjung lain dalam mempraktikkan PHBS. Mereka 
juga bertanggung jawab untuk mengupayakan sarana dan kemudahan bagi 
dipraktikkannya PHBS di lnstitusi Kesehatan. 

E. KRITERIA 

Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan 
kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Kepedulian Pemerintah Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat 
terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari keberadaan 
dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan. 

2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakatlkader teknis Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif. 

3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang 
buka atau memberikan pelayanan setiap hari . 

4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) survailans berbasis 
masyarakat, (b) penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, (c) 
penyehatan lingkungan. 

5. Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atau 
Kerurahan serta dan masyarakat dan dunia usaha 

6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan 
kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

7. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur 
tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga di 
desa atau kelurahan. 

Pedoman Umum Pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif 

14/41294.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



BAB Ill 
PENGEMBANGAN DESA DAN 

KELURAHAN SIAGA AKTIF 

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program 
lanjutan dan akselerasi dari program Pengembangan Desa Siaga yang sudah 
dimulai pada tahun 2006. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi 
proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan 
masalah-masalah kesehatannya. 

Oleh karena merupakan upaya pembangunan desa dan kelurahan, maka 
program ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak mulai dari pusat, provinsi, 
kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke desa dan kelurahan. 

A. PENDEKATAN 

1. Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota 

Bidang kesehatan yang berskala kabupaten dan kota merupakan salah 
satu urusan wajib untuk daerah kabupaten dan kota. Berkaitan dengan hal 
tersebut, Menteri Kesehatan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Kesehatan di kabupaten dan kota sebagai tolok ukur kine~a 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah kabupaten dan kota. 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) tersebut 
berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta 
indikator kine~a dan targetnya untuk tahun 2010-2015. Safah satu target 
dalam SPM Kesehatan tersebut adalah cakupan Desa (dan Kelurahan) 
Siaga Aktif yang harus tercapai sebesar 80% pada tahun 2015. Dengan 
demikian, jajaran kesehatan di kabupaten dan kota mufai dari dinas 
kesehatan, Puskesmas sampai ke rumah sakit wajib memberikan fasilitasi 
dan rujukan, serta dukungan dana dan sarana bagi pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif. 
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Pengembangan desa dan kelurahan Siaga Aktif pada hakikatnya merupakan 
bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban dan kewenangan 
kabupatan dan kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan 
kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintahan Desa dan Pemerintahan 
Kelurahan. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif harus tercakup 
dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Ke~a Pembangunan Desa (RKP 
Desa). Mekanisme perencanaan dan penganggarannya dibahas melalui forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan 
kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Siaga Aktif 
diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. 

2. Dukungan Kebijakan di Tingkat Desa dan Kelurahan 

Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Siaga Aktif harus 
diJandasi minimal oleh Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Siaga Aktif 
mengacu kepada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atau 
Walikota. 

3. lntegrasi dengan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program 
pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya 
terintegrasi dengan program-program pemberdayaan masyarakat lain, baik 
yang bersifat nasional, sektoral maupun daerah. Salah satu contohnya adalah 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. lntegrasi 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ke dalam PNPM Mandiri 
merupakan sesuatu yang sangat penting, karena tujuan dari PNPM Mandiri 
memang sejalan dengan tujuan dari pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. Pada tingkat pelaksanaannya pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif dapat bersinergi dengan program PNPM Mandiri yang ada untuk kegiatan­
kegiatan di bidang kesehatan masyarakat. 
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B. PERSIAPAN 

Dalam rangka persiapan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
perlu ditalrukan sejumlah kegiatan yang meliputi: pelatihan fasilitator, pelatihan 
petugas kesehatan, analisis situasi perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif, penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat, serta pelatihan Kader 
Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 

1. Pelatihan Fasilitator 
a. Dalam rangka pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 

diper1ukan adanya fasilitator di kabupaten dan kota. Fasilitator 
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah Petugas 
Promosi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas 
Kesehatan Kota yang ditunjuklditugasi dan tenaga lain dari program 
pemberdayaan masyarakat (seperti PNPM Mandiri), LSM, dunia usaha, 
atau pihak-pihak fain. 

b. Pelatihan Fasilitator diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan 
materi pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat dalam 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

2. Pelatihan Petugas Kesehatan 
a. Petugas kesehatan di kabupaten, kota, dan kecamatan adalah pembina 

teknis terhadap kegiatan UKBM-UKBM di desa dan kelurahan. Oleh 
sebab itu, kepada mereka harus diberikan pula bekal yang cukup 
tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

b. Pelatihan bagi mereka dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori berdasarkan 
kualifikasi pesertanya, yaitu: (1) Pelatihan Manajemen, dan (2) Pelatihan 
Pelaksanaan. 

c. Pelatihan Manajemen diikuti oleh para Kepala Puskesmas dan pejabat 
pengelola program-program kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ 
Kota. Materi pelatihan ini lebih ditekankan kepada konsep dan 
aspek-aspek manajerial dari pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

d. Pelatihan Pelaksanaan diikuti oleh para petugas yang diserahi tanggung 
jawab membina Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (satu orang untuk 
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masing-masing Puskesmas) dan para petugas kesehatan yang 
membantu pelaksanaan UKBM di desa atau kelurahan (misalnya bidan 
di desa). Materi pelatihan ini selain mencakup proses pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, lebih ditekankan kepada teknis 
pelayanan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dan promosi kesehatan. 

e. Pelatihan bagi petugas kesehatan diselenggarakan oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang 
dibuat oleh Kementerian Kesehatan. 

3. Analisis Situasi Perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 
a. Analisis situasi perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 

dilaksanakan oleh Fasilitator dengan dibantu pihak-pihak lain terkait. 
b. Pelaksanaannya mengacu kepada petunjuk teknis yang dibuat 

oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, yang 
mengarah kepada evaluasi dan inventarisasi terhadap desa-desa dan 
kelurahan-kelurahan dalam kaitannya dengan pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif. 

c. Hasil evaluasi dan inventarisasi berupa daftar desa dan kelurahan 
yang dikelompokkan ke dalam kategori: (1) Desa dan Kelurahan yang 
belum digarap, (2) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pratama, (3) Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif Madya, (4) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
Pumama, dan (5) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri. 

d. Daftar desa dan kelurahan hasil evaluasi dan inventarisasi dilaporkan 
kepada Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada: (1) Kelompok 
Ke~a Operasional (Pokjanal) Desa dan Kelurahan Siaga Tingkat 
Kabupaten/Kota, (2) Pokjanal Tingkat Provinsi, dan (3) Pokjanal Tingkat 
Pusat. 

4. Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat 
a. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah anggota masyarakat 

desa atau kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan 
kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam 
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan 
kelurahan. 
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b. KPM merupakan tenaga penggerak di desa atau kelurahan yang akan 
diserahi tugas pendampingan di desa atau kelurahan dalam rangka 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

5. Pelatihan KPM dan Lembaga Kemasyarakatan 
a. Di kabupaten atau kota yang belum menyelenggarakan Pelatihan 

Pemberdayaan Masyarakat atau masih ada Pelatihan Pemberdayaan 
Masyarakat yang belum diselenggarakan, di dalam kurikulum 
pelatihannya diintegrasikan materi tentang Pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif. Dengan demikian, sekaligus para peserta 
pelatihan, termasuk KPM dan lembaga kemasyarakatan, selanjutnya 
dapat berperan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

b. Untuk kabupaten atau kota yang telah menyelenggarakan Pelatihan 
Pemberdayaan Masyarakat atau telah memiliki KPM, untuk para KPM 
dan lembaga kemasyarakatan per1u diselenggarakan pelatihan khusus 
tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

c. Materi dan metode penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif untuk KPM atau yang diintegrasikan ke dalam 
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, mengacu kepada petunjuk teknis 
dari Kementerian Kesehatan. 

d. Dalam pelatihan, tugas dari Fasilitator adalah membantu Panitia 
Pelatihan untuk menyusun jadwal pelatihan dan mencarikan nara 
sumber yang sesuai. 

C. PENYELENGGARAAN 

Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) adalah penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan 
memfasiltasi masyarakat menyelenggarakan pengembangan Desa atau 
Kelurahan Siaga Aktif, yang merupakan tugas dari Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) dan kader kesehatan, harus mendapat dukungan dari 
Kepala Desa/Lurah dan BPD, Perangkat Desa/Kelurahan, serta lembaga 
kemasyarakatan yang ada. Kegiatannya berupa Jangkah-Jangkah dalam 
memfasilitasi siklus pemecahan masalah demi masalah kesehatan yang dihadapi 

Pedoman Umum Pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif 

14/41294.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



masyarakat desa atau kelurahan, yang secara skematis dapat digambarkan 
sebagaiberikut: 

SIKWS PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN OLEH MASYARAKAT 

1. PENGENALAN 
KONDJSJ DEW 

KELURAHAN 

6. PEMBINAAN 
KELESTARIAN 

2. IDENTIFIKASI 
MASAlAH 

KESEHATAN & PHBS 

• . . . . 

' 5. PELAKSANAAN 
KEGIATAN 

3. MUSYAWARAH 
DESAIKELURAHAN 

···........ 4. PERENCANAAN 
PARTISIPATIF 

UPAYA PEMECAHAN SUATU MASALAH DILESTARIKAN & MASALAH 
BERIKUTNYA DIPECAHKAN, DST 

1. Pengenalan Kondisi Desa atau Kelurahan 
Pengenalan kondisi desa atau kelurahan oleh KPM/kader kesehatan, 
lembaga kemasyarakatan, dan Perangkat Desa atau Kelurahan dilakukan 
dengan mengkaji data Profil Desa atau Profil Kelurahan dan hasil 
analisis situasi perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang 
menggambarkan kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang sudah dapat 
dan belum dapat dipenuhi oleh desa atau kelurahan yang bersangkutan. 

2. ldentifikasi Masalah Kesehatan dan PHBS 
Dengan mengkaji Profii/Monografi Desa atau Profii/Monografi Kelurahan 
dan hasil analisis situasi, maka dapat diidentifikasi: 
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• Masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi masyarakat dan 
urutan prioritas penanganannya. 

• Hal-hal yang menyebabkan te~adinya masalah-masalah kesehatan, 
baik dari sisi teknis kesehatan maupun dari sisi perilaku masyarakat. 

• Potensi yang dimiliki desalkelurahan untuk mengatasi masalah-masalah 
kesehatan tersebut. 

• UKBM apa saja yang sudah ada Oika ada) dan atau harus diaktifkan 
kembali/dibentuk baru dalam rangka mengatasi masalah-masalah 
kesehatan tersebut. 

• Bantuan/dukungan yang diharapkan: apa bentuknya, berapa banyak, 
dari mana kemungkinan didapat (sumber), dan bilamana dibutuhkan. 

3. Musyawarah Desa/Kelurahan 
• Bila dirasakan per1u, Musyawarah Desa/Kelurahan dapat dilakukan 

secara be~enjang dengan ter1ebih dulu menyelenggarakan Musyawarah 
Dusun atau Rukun Warga (RW). 

• Musyawarah Desa/Kelurahan bertujuan: 
a. Menyosialisasikan tentang adanya masalah-masalah kesehatan 

yang masih dihadapi masyarakat dan program pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

b. Mencapai kesepakatan tentang urutan prioritas masalah-masalah 
kesehatan yang hendak ditangani. 

c. Mencapai kesepakatan tentang UKBM-UKBM yang hendak dibentuk 
baru atau diaktifkan kembali. 

d. Memantapkan datalinformasi potensi desa atau potensi kelurahan 
serta bantuan/dukungan yang diper1ukan dan altematif sumber 
bantuan/dukungan tersebut. 

e. Menggalang semangat dan partisipasi warga desa atau kelurahan . 
untuk mendukung pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga· .. 
Aktif. 

4. Perencanaan Partisipatif 
• Setelah diperolehnya kesepakatan dari warga desa atau kelurahan •.. 

KPM dan lembaga kemasyarakatan yang ada mengadakan pertemuan­
pertemuan secara intensif guna menyusun rencana pengembangan 
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Desa dan Kelurahan Siaga Aktif untuk dimasukkan ke dalam Rencana 
Pembangunan Desa/Kelurahan. 

• Rencana pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif mencakup: 
a. UKBM-UKBM yang akan dibentuk baru atau diaktifkan kembali, 

berikut jadwal pembentukan/pengaktifannya kembali. 
b. Sarana-sarana yang akan dibangun baru atau direhabilitasi 

(misalnya Poskesdes, Polindes, Sarana Air Bersih, Sarana Jamban 
Keluarga, dan lain-lain), berikut jadwal pembangunannya. 

c. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan membutuhkan 
biaya operasional, berikut jadwal pelaksanaannya. 

• Hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan swadaya masyarakat dan 
atau bantuan dari donatur (misalnya swasta}, disatukan dalam dokumen 
tersendiri. Sedangkan hal-hal yang memerlukan dukungan Pemerintah 
dimasukkan ke dalam dokumen Musrenbang Desa atau Kelurahan 
untuk diteruskan ke Musrenbang selanjutnya. 

5. Pelaksanaan Kegiatan 
• Sementara menunggu proses Musrenbang selesai dan ditetapkannya 

alokasi dana Pemerintah, KPM/kader kesehatan dan lembaga 
kemasyarakatan yang ada dapat memulai kegiatan dengan 
membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan, menetapkan kader­
kader pelaksananya, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan swadaya 
atau yang sudah diperoleh dananya dari donatur. Juga pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya operasional seperti 
misalnya promosi kesehatan melalui Dasawisma, pertemuan Rukun 
Tetangga, pertemuan Rukun Warga/ Dusun, atau forum-forum 
kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. 

• Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh 
masyarakat dengan didampingi Perangkat Pemerintahan serta dibantu 
oleh para KPM/kader kesehatan dan Fasilitator. Pelaksanaan kegiatan 
meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan (para kader 
pelaksana UKBM atau pihak lain), pengajuan dan pencairan dana, 
pengerahan tenaga ke~a (khususnya untuk pembangunan sarana}, 
pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang 
diusulkan. 
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• lim pelaksana kegiatan bertanggung jawab mengenai realisasi fisik, 
keuangan, dan administrasi kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan 
rencana. 

• Apabila dibutuhkan barang~asa berupa bahan, alat, dan tenaga 
teknis kesehatan yang tidak dapat disediakan/dilakukan sendiri 
oleh masyarakat, maka Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat 
membantu masyarakat untuk menyediakan barang~asa tersebut. 

• Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan 
petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. 

• Pelatihan teknis, termasuk kursus-kursus penyegar, bagi para 
kader pelaksana UKBM menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan 
Kabupaten /Kota dengan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk 
melaksanakannya, dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang 
dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. 

D. PENTAHAPAN 

Atas dasar kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang telah ditetapkan, 
maka perlu dilakukan pentahapan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif, sehingga dapat dicapai tingkatan-tingkatan atau kategori Desa 
Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif sebagai berikut. 

1. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pratama, yaitu desalkelurahan yang: 
a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan, tetapi belum 

berjalan. 
b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakatlkader kesehatan 

Desai Kelurahan Siaga Aktif minimal 2 orang. 
c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat temadap pelayanan 

kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. 
d. Sudah memiliki Posyandu, tetapi UKBM lainnya tidak aktif. 
e. Sudah ada dana untuk pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 

dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan tetapi belum ada 
sumber dana lainnya. 

f. Ada peran aktif dari masyarakat namun belum ada peran aktif organisasi 
kemasyarakatan dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif. 
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g. Belum memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi 
dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif. 

h. Kurang dari 20 persen rumah tangga di desa/kelurahan mendapat 
pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

2. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Madya, yaitu desa/kelurahan yang: 

a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang be~alan , 

tetapi belum secara rutin setiap triwulan 
b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakatlkader kesehatan 

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara 3-5 Orang. 
c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. 
d. Sudah memiliki Posyandu dan 2 (dua) UKBM lainnya yang aktif. 
e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan 

Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau 
kelurahan serta satu sumber dana lainnya baik dari masyarakat 
ataupun dunia usaha. 

f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari satu ormas 
dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

g. Sudah memiliki peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang 
melandasi dan mengatur pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif, tetapi belum direalisasikan. 

h. Minimal 20 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat 
pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

3. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pumama, yaitu desa dan kelurahan 
yang: 

a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa dan Kelurahan yang be~alan 
secara rutin, setiap triwulan. 

b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat/'Kader kesehatan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif antara 6-8 orang. 

c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 
keseflatan dasar yang memberikan pelayanan setiap flari. 

d. Sudah memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif. 
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e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta 
mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha. 

f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari dua ormas dalam 
kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

g. Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau kelurahan 
yang melandasi dan mengatur pengembangan Desa/Kelurahan Siaga 
Aktif. 

h. Minimal 40 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat 
pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

4. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri, yaitu desalkelurahan yang: 

a. Sudah memiliki Forum Masyarakat Desa/Kelurahan yang be~alan 

secara rutin setiap bulan. 
b. Sudah memiliki Kader Pemberdayaan MasyarakaUkader kesehatan 

Desai Kelurahan Siaga Aktif lebih dari sembilan orang. 
c. Sudah ada kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. 
d. Sudah memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang 

aktif dan be~ejaring. 
e. Sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Desa dan Kelurahan 

Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan 
serta mendapat dukungan dana dari masyarakat dan dunia usaha. 

f. Sudah ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua 
ormas dalam kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

g. Sudah memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat desa atau 
kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Desai 
Kelurahan Siaga Aktif. 

h. Minimal 70 persen rumah tangga di Desa dan Kelurahan mendapat 
pembinaan Peritaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Dalam bentuk matriks, pentahapan perkembangan Desa/Kelurahan Siaga 
Aktif tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 
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KRITERIA 
~~LURAHAN SIAGAAKTIF 

: MADYA i PURNAMA , MANDIRI 

1. Forum Ada, tetapi Betjalan, tetapi BerjaJan Beljalan 
Desa f Kebahan belum beljalan belum rutin seOap Triwt&l setiap bulan 

seliap triwulan 

2. KPM/Kader Kesehatan Sudahada Sudahada Sudahada Sudahada 
minimal ~SOrang 6-8 orang 9 orang atau 
20rang lebih 

3. Kemudahan Akses Ya Ya Ya Ya 
Pelayanan Kesehatan 
Dasar 

4. Posyandu & UKBM Posyandu ya, Posyandu & Posyandu & Posyandu & 
faiMya aktif UKBM lainnya 2 UKBM lainnya 3 UKBM lainnya 4 UKBM lainnya 

tidak aktif aktif aktif aktif 

5. Dukungan dana untuk Sudah ada dana Sudah ada dana Sudah ada dana Sudah ada dana 
kegiatan kesehatan di dari Pemerintah dari Pemerintah dari Pemerintah dari Pemerintah 
Desa dan Kelurahan : Desadan Desadan Desadan Desadan 
- Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Kelurahan serta Kelurahan serta Kelurahan serta 
Kelurahan belumada satu sumber duasumber duasumber 

- Masyarakat sumberdana dana lainnya dana lainnya dana lainnya 
-DII'liausaha lainnya 

6. Peran serta Ada peran aktif Ada peran aktif Ada peran aktif Ada peran aktif 
masyarakat dan masyarakat dan masyarakat dan masyarakat dan masyarakat dan 
Organisasi tidak ada peran peran aktif satu peran aktif dua peran aktif lebih 
kemasyarakatan aktif OITTlas oonas ormas dari dua ormas 

7. Psratulan Kepala Belumada Ada, belum Ada, sudah Ada, sudah 
Desa atau peraturan direalisasikan direalisasikan direalisasikan 
Bupalimalkota 

8. PerrOnaan PHBS Pembinaan PHBS Pembinaan PHBS Pembinaan PHBS Pembinaan PHBS 
di Rumah Tangga kurang dari 20% minimal 20% minimal40% minimal70% 

rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga 
yang ada yang ada yang ada yang ada 

Dengan ditetapkannya tingkatan atau kategorisasi tersebut di atas, maka 
Desa Siaga dan Kelurahan Siaga yang saat ini sudah dikembangkan harus 
dievaluasi untuk menetapkan apakah masih dalam kategori Desa dan 
Kelurahan Siaga atau sudah dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 
tingkatanlkategori Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Evaluasi ini dilakukan 
dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang disusun bersama oleh 
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. 
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E. PEMBINAAN KELESTARIAN 

Pembinaan kelestarian Desa/Kelurahan Siaga Aktif pada dasamya merupakan 
tugas dari KPMikader kesehatan, Kepala Desa/lurah dan Perangkat Desai 
Kelurahan dengan dukungan dari berbagai pihak, utamanya Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah. Dengan demikian kehadiran Fasilitator di desa dan 
kelurahan sudah sangat minimal, karena perannya sudah dapat sepenuhnya 
digantikan oleh para KPM/kader kesehatan. 

Perencanaan partisipatif dalam rangka pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 
sudah be~alan baik dan rutin serta terintegrasi dalam proses perencanaan 
Pembangunan Desa atau Kelurahan dan mekanisme Musrenbang. Kemitraan 
dan dukungan sumber daya dari pihak di \uar Pemerintah iuga sudah terga\ang 
dengan baik dan melembaga. 

Pada tahap ini, seJain pertemuan-pertemuan berkala dan kursus­
kursus penyegar bagi para kader, termasuk KPM/kader kesehatan, juga 
dikembangkan cara-cara lain untuk memelihara dan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan para kader tersebut. Antara lain melalui 
program Kelompencapir dan Perpustakaan Desa/Kelurahan. 

Pembinaan kelestarian juga dilaksanakan terintegrasi dengan 
penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan yang diselenggarakan 
setiap tahun secara be~enjang sejak dari tingkat Desa!Kelurahan sampai ke 
tingkat Nasional. 

Dalam rangka pembinaan kelestarian juga diselenggarakan pencatatan dan 
pelaporan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang be~alan 

secara be~enjang dan terintegrasi dengan Sistem lnformasi Pembangunan 
Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
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BABIV 
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

Dl BERBAGAI TINGKATAN PEMERINTAHAN 

Sebagaimana tersirat dalam uraian di bab-bab sebelumnya, pengembangan 
De sa dan Kelurahan Siaga Aktif yang terintegrasi ke dalam proses pembangunan 
partisipatif desa dan kelurahan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. 
Secara skematis keterlibatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Keterang1n : 
POK.JANAL = Kelompok Kerja Operasional (Forum lintas Sektor) 
BPD = Badan Permusyawaratan Desa 
KPM = Kader Pemberdayaan Masyarakat 

PUSAT 

PROVINSI 

KAB/KOTA 

KECAMATAN 

DESN 
KELURAHAN 
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A. PUSAT 

1. Kementerian Dalam Negeri 
a. Mefak:uk:an pembinaan pefak:sanaan pengembangan Desa dan 

Kelurahan Siaga Aktif di Daerah. 
b. Membentuk Kelompok Ke~a Operasional (Pokjanal) Desa dan Kelurahan 

Siaga Aktif Tingkat Pusat, dengan susunan sebagai berikut: 
• Pembina: Menteri Dalam Negeri 
• Pengarah: Menteri Kesehatan 
• Ketua: Pejabat Eselon II Kementerian Dalam Negeri 
• Wakil Ketua/Sekretaris: Pejabat Eselon II Kementerian Kesehatan 
• Anggota: Pejabat Eselon II dan pelaksana teknis operasional 

Kementerian/Lembaga terkait. 
c. Bersama Kementerian Kesehatan melanjutkan dan mendorong 

pelaksanaan kebijakan revitalisasi Puskesmas dan Posyandu. 
d. Bersama Kementerian Kesehatan menerbitkan pedoman-pedoman 

yang diper1ukan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

e. Bersama Kementerian Kesehatan mengembangkan Sistem lnformasi 
Desa Siaga yang terintegrasi dalam Profil Desa dan Kelurahan. 

2. Kementerian Kesehatan 
a. Bersama Kementerian Dalam Negeri menetapkan kebijakan yang 

mendukung operasionalisasi pengembangan Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif di Daerah. 

b. Menerbitkan dan mensosialisasikan petunjuk-petunjuk teknis yang 
diper1ukan dalam rangka pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif, yaitu antara lain tentang : 
• Pelatihan Pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
• Pelatihan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Bagi KPM. 
• Penyelenggaraan Poskesdes, Poskestren, dan UKBM-UKBM lain. 
• Penyelenggaraan Survailans Berbasis Masyarakat. 
• Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Kesehatan di Desa. 
• Pembinaan Kesehatan lbu dan Anak 
• Pembinaan Keluarga Sadar Gizi. 
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• Pembinaan PHBS di Rumah Tangga. 
• Analisis Situasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
• Pelatihan Pelatih (Training of TrainerslfOD Desa dan Kelurahan 

Siaga Aktif. 
• Pelatihan Fasilitator Kabupaten dan Kota. 
• Pelatihan Manajemen Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
• Pelatihan dan Kursus Penyegar Kader. 

c. Menyelenggarakan TOT pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif bagi aparatur Provinsi. 

d. Mengalokasikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) peningkatan 
kine~a Puskesmas dan jaringannya untuk pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif dan PHBS. 

e. Melaksanakan kebijakan revitalisasi Puskesmas dan Posyandu bersama 
Kementerian Dalam Negeri. 

f. Melakukan sosialisasi, penyebaran informasi dan advokasi bersama 
instansillembaga terkait lainnya. 

g. Mengupayakan Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency 
Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergency Komprehensif (PONEK). 

h. Bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem lnformasi 
Desa Siaga yang terintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan. 

3. Pokjanal Desa/Kelurahan SiagaTingkat Pusat 
a. Melakukan rapat berkala (minimal 2 kali setahun) untuk pemantauan 

perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup nasional. 
b. Secara berkala melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga 

Aktif kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. 

B. PROVINSI 

1. Pemerintah Provinsi 
a. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam 

bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
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b. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam 
bentuk penetapan peraturan atau surat keputusan tentang pelaksanaan 
revitalisasi Puskesmas dan Posyandu di wilayahnya. 

c. Membentuk forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga di tingkat 
Provinsi, dengan susunan sebagai berikut: 
• Pembina: Gubemur 
• Pengarah: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
• Ketua: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah 

Desa Provinsi 
• Wakil Ketua/Sekretaris: Pejabat Eselon Ill Dinas Kesehatan 

Provinsi 
• Anggota: Pejabat Eselon Ill dan IV Dinasllnstansi terkait 

d. Menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (TOT) pengembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur Kabupaten dan Kota. 

e. Memberikan dukungan dana dan sumber day a lain untuk pengembangan 
dan pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

f. Menyelenggarakan Sistem lnforrnasi Desa Siaga yang terintegrasi 
dalam Profil Desa dan Kelurahan lingkup provinsi. 

2. Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Tingkat Provinsi 
a. Melakukan rapat berkala (minimal 2 kali setahun) untuk pemantauan 

perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup provinsi. 
b. Secara berkala melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga 

Aktif kepada Gubemur. 

C. KABUPATEN DAN KOTA 

1. Pemerintah Kabupaten!Pemerintah Kota 
a. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam 

bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

b. Menetapkan mekanisme koordinasi antar instansi terkait dengan seluruh 
instansi yang ter1ibat dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 
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c. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam 
bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pelaksanaan 
revitalisasi Puskesmas dan Posyandu di wilayahnya. 

d. Membentuk forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga di tingkat 
Kabupaten dan Kota, dengan susunan sebagai berikut: 
• Pembina: Bupati/Walikota 
• Pengarah: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota 
• Ketua: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah 

Desa Kabupaten dan Kota 
• Wakil Ketua/Sekretaris: Pejabat Eselon Ill Dinas Kesehatan Kab/ 

Kota 
• Anggota: Pejabat Eselon Ill dan IV Dinas!lnstansi terkait. 

e. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif bagi aparatur desa dan kelurahan, KPM dan lembaga 
kemasyarakatan serta pihak-pihak lain. 

f. Memberikan bantuan pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota dan 
sumber daya lain untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

g. Menyelenggarakan Sistem lnformasi Desa Siaga yang terintegrasi 
dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup kabupatenlkota, melalui 
penetapan langkah dan mekanisme penyelenggaraan dan pelaporan 
penyelenggaraan secara be~enjang dari Desa/Kelurahan-Kecamatan­
Kabupaten/Kota-Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

h. Memfasilitasi kecamatan dan desa untuk ikut bertanggungjawab dalam 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

i. Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi 
dan kebutuhan masing-masing daerah. 

2. Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Tingkat Kabupaten/Kota 
a. Melakukan rapat berkala (minimal 3 kali setahun) untuk pemantauan 

perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup kabupaten/ 
kota. 

b. Secara berkala melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif kepada Bupati/Walikota. 
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D. KECAMATAN 

1. Pemerintah Kecamatan 
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Oesa dan Kelurahan 

Siaga Aktif terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
terkait. 

b. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan/peraturan perundang­
undangan berkaitan dengan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

c. Membentuk Forum Desa dan Kelurahan Siaga tingkat Kecamatan 
dengan susunan sebagai berikut: 
• Ketua: Camat 
• Wakil Ketua/Sekretaris: Kepala Puskesmas 
• Anggota: Pejabat lnstansi terkait dan Unsur Pimpinan Kecamatan. 

d. Menyelenggarakan Sistem lnformasi Desa Siaga yang terintegrasi 
dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup kecamatan. 

2. Forum Desa/Kelurahan Siaga Tingkat Kecamatan 
a. Melakukan rapat berkala (minimal 4 kali setahun) untuk pemantauan 

perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup kecamatan. 
b. Secara berkala melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga 

Aktif kepada Camat. 

E. DESA DAN KELURAHAN 

1. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan 
a. Menerbitkan peraturan tingkat desa dan kelurahan untuk pengembangan 

Desa Siaga Aktif dan Kelurahan Siaga Aktif serta mengawasi 
pelaksanaannya. 

b. Mengintegrasikan Rencana Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif ke dalam Rencana Ke~a Pembangunan (RKP) Desa dan Kelurahan 
(di desa berupa perumusan program pemberdayaan masyarakat dalam 
APBDesa yang berkaitan dengan upaya mengembangkan Desa Siaga 
Aktif). 
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c. Mengupayakan bantu an dana dan sumber day a lain baik dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, maupun dari pihak-pihak lain untuk mendukung 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

d. Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar dalam 
pendistribusian pada kebutuhan lokal desa diharapkan dapat 
membantu pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terutama 
yang menyangkut: 
• Penyuluhan dan motivasi masyarakat. 
• Penggerakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan­

kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
• Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk 

melaksanakan pengembangan program Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

e. Melaksanakan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di desa 
dan kelurahan, melalui pengadaan sarana pendukung bagi kelancaran 
penyelenggaraan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

f. Memanfaatkan Forum Desa/Kelurahan yang sudah ada, dengan 
susunan sebagai berikut: 
• Ketua: Kepala Desallurah 
• Wdkil Ketua/Sekretaris: Sekretaris Desa/Kelurahan 
• Anggota: Perangkat Pemerintahan Desa/Kelurahan, Unsurlembaga 

Kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK, organisasi agama 
dan Gerakan Pramuka, KPM Desa/Kelurahan, kader kesehatan/ 
Kelurahan dan tokoh masyarakat. 

g. Melakukan konsultasi dengan BPD dan masyarakat tentang 
penggerahan masyarakat dalam melaksanakan program Desa dan 
KeJurahan Siaga Aktif. 

h. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa atau 
Lurah. 

2. Forum Desa/Kelurahan Siaga Tingkat Desa/Kelurahan 
a. Melakukan rapat berkala (minimal 4 kali setahun) untuk pemantauan 

perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
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b. Secara berkala melaporkan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif kepada Kepala Desa/Lurah. 

3. Lembaga Kemasyarakatan 
a. Menyusun rencana pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 

yang terintegrasi dalam pembangunan desa atau kelurahan secara 
partisipatif. 

b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan 
mengembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif secara partisipatif. 

c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan 
swadaya masyarakat dalam rangka Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif. 

4. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
a. Menyusun rencana pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 

bersama Forum Desa dan Kelurahan Siaga. 
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, dan memelihara upaya 

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif secara partisipatif. 
c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan 

swadaya masyarakat untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif. 

d. Melaksanakan promosi kesehatan kepada masyarakat dan membantu 
masyarakat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. 
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A. PEMANTAUAN 

BABV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pemantauan terhadap pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, melalui berbagai cara, yaltu: (1) 
pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat, (2) pemantauan dan 
pemeriksaan oleh Pemerintah, (3) pemantauan dan pengawasan oleh Fasilitator, 
(4) pemantauan dan pengawasan independen oreh berbagai pihak. 

1. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat 

Keter1ibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan upaya 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif te~adi di semua tahapan, 
mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam perencanaan, 
masyarakat dapat memantau dan mengawasi jalannya perencanaan 
karena perencanaan tersebut bersifat partisipatif. Sedangkan dalam tahap 
pelaksanaan, masyarakat ikut ter1ibat melaksanakan karena semua kegiatan 
dilaksanakan secara swakelola. 

2. Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah 

Pemantauan dan pengawasan oleh Pemerintah terutama dilaksanakan 
melalui verifikasi laporan kegiatan dan keuangan. Juga melalui Sistem 
lnformasi Desa Siaga yang berjalan berjenjang dari desalkelurahan ke 
kecamatan, kabupatenlkota, provinsi, dan pusat dalam koridor Sistem 
lnformasi Pembangunan Desa. 

3. Pemantauan dan pengawasan oleh Fasilitator 

Pemantauan dan pengawasan oleh Fasilitator dilaksanakan secara melekat 
saat Fasilitator tersebut membantu berbagai pihak dalam pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pemantauan dan pengawasan difokuskan 
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kepada pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan memantau adanya masalah­
masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi untuk dicarikan jalan 
mengatasinya. Oleh sebab itu, pemantauan dan pengawasan ini terutama 
dilaksanakan melalui supervisi dan kunjunganlbimbingan ke lapangan. 

4. Pemantauan dan pengawasan independen oleh berbagai pihak 

Kesempatan juga terbuka bagi berbagai pihak lain seperti wakil-wakil rakyat, 
ormas, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan wartawan untuk melakukan 
pemantauan dan pengawasan independen dan melaporkan temuan-temuan 
yang didapat kepada pihak-pihak berwenang. 

B. EVALUASI 

Evaluasi terhadap kemajuan pengembangan dan pembinaan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif akan dilakukan secara: (1) tahunan, (2) pada tengah 
periode, yaitu tahun 2012, dan (3) pada akhir periode, yaitu pada tahun 2014. 

1. Evaluasi Tahunan 

a. Evaluasi tahunan terhadap kemajuan pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif akan dilaksanakan dengan memanfaatkan 
kegiatan Per1ombaan Desa dan Kelurahan yang ber1angsung setiap 
tahun dan berjenjang. Panitia Perlombaan Desa dan Kelurahan diberi 
tugas tambahan untuk juga mengevaluasi pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif. 

b. Data yang dikumpulkan dari setiap desa dan kelurahan untuk 
kepentingan Per1ombaan Desa dan Kelurahan, oleh Panitia Per1ombaan 
Desa dan Kelurahan juga akan diolah dan dianalisis, sehingga 
menghasilkan laporan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
setiap tahun. 

c. Laporan Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dari 
kecamatan dikirim ke kabupaten dan kota untuk dikumpulkan, diolah 
dan dianalisis sehingga dihasilkan Laporan Perkembangan Desa 
dan Kelurahan Siaga Aktif Kabupaten!Kota bersangkutan. Laporan 
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ini selanjutnya dikirim ke provinsi untuk penyusunan Laporan 
Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Provinsi bersangkutan. 
Akhimya laporan dari provinsi dikirim ke pusat untuk penyusunan 
Laporan Perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Indonesia 
pada tahun yang bersangkutan. 

d. Secara lebihterincitentang Evaluasi Tahunan Pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. 

2. EvaJuasi Tengah dan Akhir Periode 

Evaluasi Tengah Periode (tahun 2012) dan Akhir Periode (tahun 2014) akan 
dilakukan dengan melaksanakan Analisis Situasi Perkembangan Desa dan 
Kelurahan SiagaAktif atau Riskesdas, mengacu kepada petunjuk teknis yang 
dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan. 

C. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Keberhasilan pengembangan Desa atau Kelurahan Siaga Aktif di suatu desa 
atau kelurahan dapat dilihat dari pencapaian upaya-upaya yang dilakukan di 
Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan sebagai 
berikut: 

1. Pusat 
a. Adanya kebijakan yang mendukung operasionalisasi pengembangan 

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
b. Terbentuknya Kelompok Ke~a Operasional (Pokjanal) Desa dan 

Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat. 
c. Adanya Sistem lnformasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang 

terintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan. 
d. Adanya dan tersosialisasinya petunjuk-petunjuk teknis yang diper1ukan 

dalam rangka pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
e. Terselenggaranya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers) 

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur 
Provinsi. 
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f. Teralokasinya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) peningkatan 
kine~a Puskesmas dan jaringannya untuk pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif serta PHBS. 

g. Terselenggaranya pertemuan berkala (minimal 2 kali setahun) untuk 
pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup 
nasional. 

h. Adanya pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi secara 
be~enjang. 

2. Provinsi 
a. Adanya kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk 

penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif. 

b. Terbentuknya forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di tingkat 
Provinsi. 

c. Terserenggaranya peratihan untuk peratih (Training of Trainers) 
pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur 
Kabupaten dan Kota. 

d. Adanya Sistem lnformasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang 
terintegrasi dalam Profil Desa dan Kelurahan lingkup provinsi. 

e. Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif (minimal2 kali seta hun) di tingkat Provinsi untuk pemantauan 
perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

f. Adanya pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi secara 
be~enjang . 

3. Kabupaten/ Kota 
a. Adanya kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk 

penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa dan 
Kelurahan Siaga Aktif. 

b. Terbentuknya forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di tingkat 
Kabupaten/Kota. 

c. Terselenggaranya orientasi pengembangan Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif bagi aparatur desa dan kelurahan, KPM dan lembaga 
kemasyarakatan serta pihak-pihak lain. 
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d. Adanya bantuan pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota dan sumber 
daya lain untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

e. Terselenggaranya Sistem lnformasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
yang terintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup kabupaten/ 
kota, melalui penetapan langkah dan mekanisme penyelenggaraan dan 
pelaporan penyelenggaraan secara be~enjang dari Desa dan Kelurahan­
Kecamatan-Kabupaten/Kota-Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

f. Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa dan Kelurahan 
Siaga Aktif di tingkat Kabupaten/Kota (minimal 3 kali setahun) untuk 
pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

g. Adanya pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi secara 
be~enjang. 

4. Kecamatan 
a. Terkoordinasi dan terintegrasinya pelaksanaan pengembangan Desa 

dan Kelurahan Siaga Aktif dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
lainnya. 

b. Terkoordinasinya penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan 
berkaitan dengan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

c. Terbentuknya Forum Desa dan Kelurahan Siaga tingkat Kecamatan 
d. Adanya Sistem lnformasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang 

terintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup kecamatan. 
e. Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa dan Kelurahan 

Siaga Aktif di tingkat kecamatan (minimal 4 kali setahun) untuk 
pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

f. Adanya pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi secara 
be~enjang. 

5. Desa dan Kelurahan 
a. Keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan. 
b. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakatlkader kesehatan dan 

Kelurahan Siaga Aktif. 
c. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar 

yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari . 
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d. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan penanggulangan 
bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, survailans berbasis 
masyarakat serta penyehatan lingkungan. 

e. Adanya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga 
Aktif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau 
Anggaran Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha. 

f. Adanya peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan 
dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

g. Adanya peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan 
mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

h. Adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah 
Tangga. 
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BABVI 
PENUTUP 

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan bagian dari 
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Kabupaten 
dan Kota. Walaupun hanya merupakan salah satu dari indikator dalam Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) tersebut, tetapi di dalamnya tercakup semua kegiatan 
yang akan menjamin tercapainya indikator-indikator lainnya dalam SPM 
tersebut. Tercapainya Indonesia Sehat atau target indikator-indikator kesehatan 
dalam Millenium Development Goals (MDGs) sebagian besar ditentukan oleh 
tercapainya indikator-lndikator tersebut pada tingkat desa dan kelurahan. Oleh 
sebab itu dapat dikatakan bahwa pencapaian Indonesia Sehat dan target 
indikator-indikator MDGs pada tahun 2015 sangat ditentukan oleh keberhasilan 
pengembangan dan pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 

Pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan 
tanggung jawab dari pimpinan dan perangkat Pemerintahan Desa dan 
Pemerintahan Kelurahan. Namun demikian, keberhasilannya tentu tidak hanya 
bertumpu pada kine~a perangkat Pemerintahan Desa dan Pemerintahan 
Kelurahan tersebut. Kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk 
dunia usaha dan unsur-unsur masyarakat lainnya di berbagai tingkat administrasi, 
juga memifiki andif yang bermakna. 

Untuk mengoperasionalkan pedoman umum ini, akan diterbitkan petunjuk teknis 
dan petunjuk pelaksanaan dari sektor terkait dalam rangka Pengembangan 
Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLIN DUNGAN MASYARAKAT 

Oasar 

Mengingat 

.Jin • .Jend. Sudlrrn•n No. "18 Telepon (0&32) 2"1"1915 Fax: 2"1604 

PANGKALAN BUN 74111 

SURAT IZIN PENELITIAN 
Nomor : 300 I 20 I Kesbang.lll/ 2013 

Sural Permohonan lzin Penelitian dari Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) 
Palangka Raya, Universitas Terbuka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
5151UN31.451LL/2013 Tanggal , 08 April 2013. 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan 
Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing , Lembaga Penel itian dan 
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing . 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan 
Rekomendasi Penelitian. 

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tala Cara 
Pemberian lzin Penelitian I Pendataan bagi setiap lnstansi Pemerintah maupun Non 
Pemerintah. 

Dengan ini diberikan kepada : 

Nama 
NIM 
Kegiatan Penelitian 
Yang akan dilaksanakan 

Jenjang 

ARIF SUSANTO 
017264422 
Penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister, Program Pascasarjana 
Universitas TBrbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) 
Palangkaraya 
S-2 

Akan menyusun T esis yang berjudul : 
"IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF 
(Studi Kemenkes Rl No. 15291Menkes/SKIX/2010) Dl KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT" 

Lama kegiatan 3 ( Tiga) Bulan, Dari Tanggal18 April2013 sld 18 Juli 2013. 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Sebelum melakukan Penelitian I Observasi yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada 
Pemerintah setempat dengan menunjukan sural ini . 

2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai I tidak berkaitan dengan judul penelitian. 
3. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan menghormati adat 

istiadat setempat. 
4. Surat izin ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah, sewaktu - waktu dapat dibatalkan bila 

disalahgunakan. 
5. Selesai melakukan penelilian harus menyampaikan laporan hasilnya kepada : 

Bupati Kotawaringin Barat. 
Cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Kotawaringin Barat. 

6. Sural izin berlaku sejak dikeluarkan. 

Demikian sural izin ini diberikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Tembusan disampaikan kepada vth. : 

1. Gubemur Kalimantan Tengah ; 
Up. Kepala Badan Kesbang , Politik dan Linmas Prov. Kalteng di P.Raya ; 

2. Bupati Kotawaringin Barat di P.Bun ; 
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kobar di P.Bun ; 
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kobar ; 
5. Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya di Palangka Raya ; 
6. Mahasiswa Yang bersangkutan. 

I 

,i 
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NO KECAMATAN 

1 2 

1 KOTAWARINGIN LAMA 

2 ARUT SELATAN 

3 KUMAI 

DAFTAR KELURAHAN I DESA SIAGAAKTIF 
01 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN 2012 

PUSKESMAS DESAI KELURAHAN 

3 

1.P. Kotawaringin Lama 1. Kotawaringin Hilir * 
2. Kotawaringin Hulu 
3. Lalang 
4. Rungun • 
5. Kondang 
6. Sagu Suka Mulya * 
7. Suka Makmur 
8. lpuh Bangun Jaya 
9. Palih Baru * 

2.P. Riam Durian 1. Babual Baboti " 
2. Tempayung 
3. Sakabulin 
4. Kinjil 
5. Riam Durian * 
6. Dawak * 
7. Sukajaya * 
8. Sumber Mukti 

3.P. Arut Selatan 1. Raja 
2. Raja Seberang * 
3. Rangda 
4. Kenambui * 
5. Sulung 

4.P. Mendawai 1. Mendawai * 
2. Mendawai Seberang 

5.P. Madurejo 1. Madurejo 
2. Sidorejo * 
3. Pasir Paniang 

6.P. Natai palingkau 1. Kel. Baru 
2. Runtu 
3. Umpang 
4. Natal Raya * 
5. Medang Sari * 
6. Natai Baru * 

7.P. Kumpai Batu Atas 1. Kumpai Batu Atas * 
2. Kumpai Batu Bawah * 
3. Tal!lung Putri * 
4. Tanjung Terantang * 

8.P. Kumai 1. Kumai Hulu * 
2. Kumai Hilir 
3. Batu Belaman 
4. Candi * 
5. SungaiTendang 
6. Sungai Kapitan 
7. Sungai Bedaun * 
8. Sungal Sekonyer * 
9. Kubu * 

9.P. Sei Rangit 1. Bumi Hado * 
2. Pangkalan Satu 
3. Purbasari * 
4. Sun~aiRangitJava 
5. Sumber Agung * 
6. Pangkalan Durin * 

JUMLAH 

DESAI DESA SIAGA AKTIF 
KELURAHAN JUMLAH % 

4 6 7 

9 4 44.44 

8 4 50.00 

5 2 40.00 

2 1 50.00 

3 1 33.33 

6 3 50.00 

4 4 100.00 

9 5 55.56 

6 4 66.67 
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NO KECAMATAN PUSKESMAS DESAI KELURAHAN 

1 2 3 

10.P. Teluk Bogam 1. Teluk Bogam * 
2.SungaiBakau 
3. Keraya • 
4. Sebuai 
5. Sungai Cabang * 
6. Teluk Pulai 
7. Sebuai Timur 

4 PANGKALAN LADA 11 .P. Pangkalan Lada 1. Lada Mandala Jaya * 
2. Pangkalan Tiga * 
3. Pangkalan Dewa * 

12.P. Pandu Sanjaya 1. Makarti Jaya * 
2. Pandu Sanjaya * 
3. Kadipi Atas * 
4. Sungai Melawen * 

5 PANGKALAN BANTENG "\3.P. Serna~ 1. Pangkalan Banteng 
2. Marga Mulya * 
3. Arga Mulya * 
4. Kebon Agung • 
5. Sido Mulyo * 
6. Sunoai Hijau 
7.SungaiBengkuang 
8. Sunoai Kunino 

14. P. Karang Mulya 1. Mulya Jadl • 
2. Amin Jaya * 
3. Natai Kerbau * 
4. Karang Mulya 
5. Simpang Berambai * 
6. Sungai Pakit * 
7. Karang Sari 
8. Berambai Makmur 
9. Sungai Pulau * 

6 ARUT UTARA 15.P. Arut Utara 1. Pangkut * 
2. Nanga Mua 
3. Sukarami 
4. Gandis • 
5. Kerabu 
6. Sambi 
7. Penyombaan * 
8. Pandau 
9. Riam* 
10. Panahan • 
11 . Sunoai Dau 

JUMLAH (KAB/KOT A) 

Sumber :PSDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat 
Keterangan : Wama Hijau * = Desa Siaga Aktif 

JUMLAH 

DESAI DESA SIAGA AKTIF 
KELURAHAN JUMLAH % 

4 6 7 

7 3 42.86 

3 3 100.00 

4 4 100.00 

8 4 50.00 

9 6 66.67 

11 5 45.45 

94 53 56.38 
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